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وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”[footnoteRef:1] [1: 	 Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/ quran/perayat/surah/7? from=56
] 


Al-A‘rāf [7]:56
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Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 
I. Konsonan Tunggal
	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Keterangan

	ا
	Alif
	-
	Tidak dilambangkan

	ب
	ba>’
	Bb
	-

	ت
	Ta>’
	Tt
	-

	ث
	S|a>’
	S|s\
	s dengan satu titik atas

	ج
	Ji>m
	Jj
	-

	ح
	h{a>’
	H{h{
	h dengan satu titik di bawah

	خ
	Kha>’
	Khkh
	-

	د
	Da>l
	Dd
	-

	ذ
	Z|a>l
	Z>|z|\
	z dengan satu titik di atas

	ر
	ra>’
	Rr
	-

	ز
	Za>l
	Zz
	-

	س
	Si>n
	Ss
	-

	ش
	Syi>n
	Sysy
	-

	ص
	S}a>d
	S}s}}
	s dengan satu titik di bawah

	ض
	d}a>d
	D}d}
	d dengan satu titik di bawah

	ط
	t{a>’
	T{t}
	t dengan satu titik di bawah

	ظ
	z{a>’
	Z{z{
	z dengan satu titik di bawah

	ع
	‘ain
	‘
	Koma terbalik

	غ
	Gain
	Gg
	-

	ف
	fa>’
	Ff
	-

	ق
	Qa>f
	Qq
	-

	ك
	Ka>f
	Kk
	-

	ل
	La>m
	Ll
	-

	م
	Mi>m
	Mm
	-

	ن
	Nu>n
	Nn
	-

	ه
	ha>’
	Hh
	-

	و
	Wa>wu
	Ww
	-

	ء
	Hamzah
	Tidak dilambangkan atau ‘
	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata

	ي
	ya>’
	Yy
	-


II. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.
Contoh: رَبَّكَ 	ditulis		rabbaka
الحَدُّ 	ditulis		al-h}add

III. Vokal
1. Vokal Pendek
Contoh: يضْربُ	ditulis		yad}ribu
سُعِلَ ditulis		su’ila
2. Vokal Panjang
Vokal panjang (ma>ddah), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: a>, i>, u>.
Contoh:قَالَ 	ditulis		qa>la
قِيلَ 	ditulis 		qi>la
يَقوْلُ 	ditulis		yaqu>lu

3. Vokal Rangkap
a. Fathah + ya>’ mati ditulis ai (أي)
Contoh: كَيْفَ
b. Fathah + wa>wu mati ditulis au (أو)
Contoh حَولَ  :

IV. Ta’marbutah (ة) di akhir kata
1. Ta> marbu>t}ah (ة) yang dibaca mati (suku>n) ditulis h, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.
Contoh: طَلْحَة 		ditulis 		t}alh}ah
التَّوبَة 		ditulis		at-taubah
فاطمة 		ditulis 		Fa>t}imah
2. Ta> marbu>t}ah yang diikuti kata sandang al (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis h.
Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَال 	ditulis		raud}ah al-at}fa>l
Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis t.
Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَال	ditulis		raud}atul at}fa>l

V. Kata Sandang Alif + Lam
1. Kata sandang (ال) diikuti huruf syamsiah ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).
Contoh: الرَحِيْمُ		ditulis 		ar-rah}i>mu
 السَيِّدُّ 		ditulis		as-sayyidu
 الشَّمْسُ 		ditulis		as-syamsu
2. Kata sandang (ال) diikuti huruf qamariah ditulis al- dan dipisahkan tanda   (-) dengan huruf berikutnya.
Contoh: الملِكُ		ditulis		 al-maliku
الكَافِرُون		ditulis 		al-ka>firu>n 
القَلَمُ 		ditulis		 al-qalamu
IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.
   Contoh: خَيْرُ الرَّازقيْنَ 	ditulis 	khair al-ra>ziqi>n atau   khairurra>ziqi>n.
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Pencemaran lingkungan menjadi permasalahan yang harus dihadapi di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Demak. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan/usaha yang berdiri di Kabupaten Demak dan menjadikan makin maraknya pencemaran lingkungan. Kabupaten Demak sendiri sudah terdapat Perda yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meskipun sudah diatur dalam Perda hal tersebut tidak luput dari adanya oknum yang masih melanggar aturan yang ada. Peneliti dalam hal ini terdapat dua rumusan masalah, pertama Bagaimana implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Demak, Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 
Jenis penelitian termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kabupaten Demak, dilengkapi dengan dokumentasi sebagai data sekunder. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, penegakan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Demak. Kedua, analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Penegakan Perda tersebut sudah sesuai dengan Perda yang berlaku tetapi belum optimal karena adanya hambatan seperti kurangnya pengawas lingkungan dan masih banyak oknum nakal yang tidak taat aturan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam memberikan hukuman takzi>r kepada pelaku pencemaran lingkungan.
Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan, Hukum Pidana Islam
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Environmental pollution is a problem that must be faced in Indonesia, including in Demak Regency. This is due to the many activities/businesses that have been established in Demak Regency and make environmental pollution increasingly rampant. Demak Regency itself already has a Regional Regulation that regulates environmental protection and management, even though it has been regulated in the Regional Regulation, but there are still many activities/businesses that have not complied with the Regional Regulation. The researcher in this case has two problem formulations, first, how to implement the Enforcement of Demak Regency Regional Regulation No. 8 of 2016 on environmental pollution in Demak Regency, how to analyze Islamic Criminal Law on environmental pollution perpetrators. 
Types of research include qualitative research with an empirical juridical law research approach. The primary source in this study is the results of interviews conducted at the Demak Regency Environment Office and Satpol PP, equipped with documentation as secondary data. The collected data was then analyzed using analitics descriptive methods. This study produced two findings. First, the enforcement of Regional Regulation No. 8 of 2016 concerning environmental protection and management in Demak Regency. Second, an analysis of Islamic Criminal Law on environmental pollution perpetrators. The enforcement of the Regional Regulation is in accordance with the applicable Regional Regulation but has not been optimal due to obstacles such as the lack of environmental supervisors and there are still many rogue individuals who do not obey the rules. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, the punishment of condolences is given to the perpetrators of environmental pollution.  
Keywords: Environment, Environmental Pollution, Islamic Criminal Law
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A. [bookmark: _Toc178106610]Latar Belakang
Sekarang ini dapat disadari bahwa keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam keberadaannya. Selain karena pengaruh faktor alam, iklim dan cuaca, ternyata penyebab utama kerusakan lingkungan hidup justru diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lingkungan hidup sangat penting bagi kehadiran dan keberlangsungan hidup manusia, baik itu dari segi kebudayaan dan peradabannya. Oleh karena itu, seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan hidup kita, benda tersebut sangat berarti.[footnoteRef:2]   [2:  N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), h. 2] 

Semakin berkembangnya zaman dan kegiatan pembangunan akan berdampak pada lingkungan hidup, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak pencemaran lingkungan   yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diantaranya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan industrial yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air sehingga menyebabkan air tercemar.[footnoteRef:3] Selain pencemaran air, terdapat juga pencemaran tanah yang disebabkan kebiasaan buruk membuang sampah plastik sembarangan oleh manusia, karena sampah plastik sulit diurai oleh tanah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian pencemaran udara yang disebabkan oleh asap yang dihasilkan pembakaran mesin dan kendaraan.   [3:  Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2014) h. 106] 

Pencemaran lingkungan merupakan suatu perubahan lingkungan yang buruk, hal itu sebagian dikarenakan ulah manusianya sendiri, dan juga disebabkan perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, dan bahan-bahan fisika dan kimia lainnya. Adapun batasan pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, energy, zat atau komponen lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu dan hal itu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Batasan pencemaran lingkungan mencakup pencemaran lingkungan darat, lingkungan laut dan lingkungan udara. Perubahan lingkungan yang terjadi memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dalam lingkungan tersebut, apabila lungkungan terebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme tersebut dan bahkan menghapuskan lebih dari satu organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan hidup.
Lingkungan hidup harus dikelola dengan baik oleh negara, hal tersebt seperti yang diamanatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 28) yang berbunyi: bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.3 Dalam penggunaannya, sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai akibatnya dalam suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan harus dijiwai dengan kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.[footnoteRef:4] [4:  Undang-undang Dasar 1945] 

Kebanyakan pengembang atau pemilik usaha melihat lingkungan hanya sebagai benda bebas (res nullius) yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya guna mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, dan hal tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi lingkungan hidup.[footnoteRef:5] Tentu saja hal tersebut mengakibatkan dampak negatif akibat dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, yaitu timbulnya ancaman terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economi cost) hingga terganggunya sistem alami (natural system).[footnoteRef:6] [5:  Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012) h. 1]  [6:  Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers 2014) h. 3] 

Dalam agama Islam hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta termasyk bumi yang telah dianugrahkan oleh Allah SWT yang maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidup manusia. Karena dalam Islam, secara jelas mengajarkan tanggung jawab manusia bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Allah dalam Al-Quran berfirman Q.S. Al-Araf 56:7 telah dijelaskan mengenai menjaga kelestasian lingkungan hidup: 
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ 
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”[footnoteRef:7] [7:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/  7?from=56 ] 


Sikap menjaga lingkungan disini memiliki arti supaya tidak membuat kerusakan dibumi seperti yang dijelaskan didalam surah Al-A’raf ayat 56 bahwasannya agar melakukan perbuatan dan sikap yang baik, tidak merusak bumi dan lingkungan untuk kepentingan makhluk yang lainnya.
Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan pencemaran lingkungan dikategorikan kedalam jari>mah takzi>r. Jari>mah takzi>r yaitu terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kifarat. Dikalangan fuqaha, setiap jari>mah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara dinamakan jari>mah takzi>r. Dengan demikian, inti dari jari>mah takzi>r adalah perbuatan maksiat. Kategori Jari>mah takzi>r pencemaran lingkungan termasuk jenis jari>mah tak’zir macam yang kedua yaitu jari>mah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumnya diserahkan kepada manusia, syara’ hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.[footnoteRef:8] Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 41:  [8:  Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta : Perpustakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1991) h. 140] 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S Ar-rum: 41).”[footnoteRef:9] [9:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=41] 


Didalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, surat Ar-Rum ayat 41 menjadi petunjuk bahwasannya berkurangnya hasil bumi baik itu hasil tanam-tanaman dan buah-buahan adalah akibat banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Abul Aliyah mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, sama dengan dia telah berbuat kerusakan di bumi, bahwasannya terjaganya langit dan bumi merupakan dengan ketaatan.[footnoteRef:10] [10:  Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, Tafsîr al-Qur’an al-Azîm, juz 3 (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1978), h. 1438.] 

Sementara itu di Kabupaten Demak saat ini sudah banyak berdiri usaha atau pabrik didalamnya, dihimpun oleh Badan Pusat Statistik jumlah usaha atau pabrik di Kabupaten Demak pada tahun 2021 menyentuh angka 120 usaha atau pabrik yang tersebar diberbagai kecamatan, yaitu Mranggen, Karangawen, Guntur, Sayung, Karangtengah, Bonang, Demak, Wonosalam, Gajah, Karanganyar, dan Mijen. Pabrik-pabrik atau usaha tersebut bergerak di bidang yang bermacam-macam, mulai dari bidang makanan, pengolahan tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu, karet atau plastik, furnitur, dan pengolahan lainnya.[footnoteRef:11] Masih banyak pabrik-pabrik atau usaha yang kecil sampai menengah yang tidak terdata di Kabupaten Demak.  [11:  Direktori Industri Manufaktur Besar dan Sedang Kabupaten Demak Tahun 2021.] 

Berkembangnya pabrik-pabrik di Kabupaten Demak tentu saja dapat mempengaruhi lingkungan disekitarnya. Banyak kasus pabrik yang tidak mengelola limbah dengan secara tepat dan sesuai dengan aturan. Hal ini dapat dilihat dari data pra-penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak bahwasannya pada tahun 2021-2023 tingkat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri mengalami kenaikan dan penurunan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetap saja masih terdapat oknum yang melanggar dan tidak sesuai dengan Perda. Maka dari itu, berdasarkan data dan permasalahan yang ada sekiranya diperlukan penelitian terkait: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.
B. [bookmark: _Toc178106611]Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencemaran lingkungan?
C. [bookmark: _Toc178106612]Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
D. [bookmark: _Toc178106613]Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Manfaat penelitian ini sebagai informasi dibidang hukum nasional dan Hukum Pidana Islam untuk mengetahi bagaimana penegakan Perda No. 8 tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Demak.
2. Secara Praktis
a) Bagi Peneliti dapat menambah wawasan mengenai analisis Hukum Pidana Islam dan Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan diri peneliti dan menambah pengalaman peneliti dalam penerapan teori yang dipelajari.
b) Bagi institusi UIN Walisongo Semarang, diharapkan mampu memberikan kontribusi guna pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang hukum pidana Islam terhadap pencemaran lingkungan, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 
c) Bagi peneliti lain, semoga mendapatkan informasi tentang analisis hukum pidana Islam terhadap pencemaran lingkungan. Sehingga dapat dijadikan pembelajaran terkait penelitian yang sedang peneliti teliti dan membuka terobosan baru dalam bidang ini.
d) Bagi pembaca dan masyarakat umum, diharapkan untuk mendapatkan informasi tentang analisis hukum pidana Islam terhadap pencemaran lingkungan. Sehingga dapat dijadikan dorongan dan mendapat pengetahuan baru. 
E. [bookmark: _Toc178106614]Tinjauan Pustaka
Sebagai sebuah penelitian ilmiah, melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu sangat diperlukan oleh seorang peneliti. Alasan melakukan hal ini antara lain: pertama, menghindari plagiasi. Kedua, menggali informasi dari penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu. Ketiga, membandingkan kelebihan dan kekurangan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Keempat, guna meneruskan penelitian terdahulu yang belum terselesaikan.
1. Skripsi karya Muhammad Andre Fernanda dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)” didalam skripsi ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2015 terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pabrik di Kota Pekalongan.[footnoteRef:12] [12:  Skripsi Muhammad Andre Fernanda yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020] 

Persamaan antara skripsi diatas dengan penelitian peneliti yaitu membahas pencemaran lingkungan yang terjadi didaerah tertentu dan dianalisis menggunakan Peraturan Daerah. Namun terdapat perbedaan antara penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan peneliti, dalam hal ini peneliti analisis Perda Kabupaten Demak mengenai pencemaran lingkungan dan Hukum Pidana Islam.
2. Skripsi karya Linggar Kukuh Aji Pratama dengan judul “Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-syariah)” didalam skripsi ini membahas mengenai lingkungan dalam pandangan hukum Islam dan hukum nasional dan mengungkapkan konsep maqashid al-syariah berdasarkan pemikiran point inti dalam maqashid al-syariah dan konsep pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perkembangan ilmu fiqih yang dikaitkan dengan fiqih lingkungan.[footnoteRef:13] [13:  Skripsi Linggar Kukuh Aji Pratama yang berjudul “Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-syariah)” Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2015] 

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai bagaimana lingkungan hidup pandangan hukum Islam. Sedangkan untuk perbedaannya skripsi diatas hanya membahas mengenai lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam, sedangkan skripsi peneliti membahas keduanya yaitu hukum Islam dan hukum positif khususnya Perda Kabupaten Demak.
3. Skripsi karya Agustino dengan judul “Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecmatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)” didalam skripsi ini membahas sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidan islam dan hukum lingkungan yang ada di kecamatan besitang dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.[footnoteRef:14] [14:  Skripsi Agustino yang berjudul “Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecmatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara] 

Terdapat persamaan antara penelitian diatas dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas tentang bagaimanan pencemaran lingkungan dilihat dari Hukum Pidana Islam. Sedangkan perbedaannya, dalam skripsi peneliti lebih menekankan pada Perda No 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan skripsi diatas lebih menekankan pada Undang-undang No 32 Tahun 2009.
4. Skripsi karya Muhammad Qolbi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air (Studi Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004)” didalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan Hukum Positif terhadap sanksi pidana dalam PERDA Kota Surabaya No 2 Tahun 2004 tentang pengendalian pencemaran air.[footnoteRef:15] [15:  Skripsi Muhammad Qolbi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air (Studi Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004)” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah] 

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan skripsi yang diatas, yaitu pencemaran lingkungan ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Sedangkan terdapat perbedaan antara skripsi diatas dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, dalam skripsi peneliti lebih berfokus pada bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan PERDA Kabupaten Demak No 8 Tahun 2016 terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

F. [bookmark: _Toc178106615]Metode Penelitian
Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan dengan sistematis, konsisten, dan metodologis.[footnoteRef:16] Dapat diambil kesimpulan metode penelitian adalah cara menempuh tujuan tertentu dengan suatu kegiatan ilmiah yang kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, konsisten, dan metodologis. [16:  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014) h. 24] 

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan, yang dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara[footnoteRef:17] [17:  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31.] 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, dengan mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian dilanjutkan dengan analisis. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya yang ada dilapangan.
Adapun penggunaan pendekatan penelitian Yuridis empiris dalam penelitian ini diharapkan mampu mamahami dan mengkaji mengenai Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Demak Hidup terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi DLH Kabupaten Demak).
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Lokasi ini dipilih dengan dasar bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebagai pemangku Perda Kabupaten Demak No 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, dikarenakan jenis data menyesuaikan dengan jenis dan metode penelitian. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah suatu organisasi atau perorangan.[footnoteRef:18] Data primer yang digunakan didalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu ditempat dimana penelitian itu dilakukan yang meliputi, data yang bersifat primer diperoleh dari wawancara dilapangan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan Satpol PP Kabupaten Demak.  [18:  Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press 2009) h. 111] 

Data sekunder adalah bahan yang memiliki hubungan atau relevansi dengan data primer yang berfungsi untuk menjelaskan data primer.[footnoteRef:19] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data penunjang yang diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, penelusuran situs internet dan dokumen-dokumen lain yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Sumber data tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu: [19:  Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 62] 

1) Bahan hukum primer
a. Al-Quran
b. H}adi>st
c. Pendapat para ulama
d. Wawancara Lapangan
2) Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan perundang-undangan terkait isu, buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian[footnoteRef:20]. [20:  Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), h. 295] 

3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.[footnoteRef:21] [21: 	 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), h. 295] 

4. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, perolehan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini memakai teknik perolehan data sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[footnoteRef:22] Menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.[footnoteRef:23] Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.[footnoteRef:24] Peneliti melakukan pengamatan atau observasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apakah telah diterapkan secara optimal.  [22:  Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta 2011) h.104.]  [23:  Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta: Andi Ofset Edisi Refisi 2002) h.136.]  [24:  Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo 2002) h.116] 

b. Wawancara 
Pengertian wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara sendiri adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui kontak antara pewawancara (pengumpul data) dengan sumber data. Dalam proses wawancara ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.[footnoteRef:25] [25:  Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press 2009) h. 114] 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu, pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tapi terkontrol, terdapat pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, tujuan dari wawancara yaitu memahami suatu fenomena.[footnoteRef:26] Metode wawancara semi-terstruktur ini digunakan guna mendapatkan data mengenai penegakan Perda nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan melakukan wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungahn Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dema [26:  Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), h. 121] 

c. Dokumentasi
Dokumen tertulis dan arsip adalah sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama apabila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi dimasa lalu berkaitan dengan situasi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti.[footnoteRef:27] [27:  Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif (Surakarta: Universitas Negeri Sebeles Maret, 2006) h. 80] 

Dokumentasi dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum sekunder yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab-Kitab Fiqh Islam tentang Lingkungan Hidup serta hukuman bagi pelaku jari>mah. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi, desertasi, penelitian terdahulu dan lain-lain.
5. Teknik analisis data
Analisis data merupakan proses membuat data agar data tersebut dapat ditafsirkan[footnoteRef:28] selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis bersama dengan proses penyajian dengan metode deskriptif analitik, metode ini menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian, dan juga menganalisis keadaan tersebut[footnoteRef:29]. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisis data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti, data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian, dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan guna memecahkan permasalahan yang angkat. Kemudian dari hal tersebut akan ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang diuji[footnoteRef:30]. [28:  Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama (Bandung: CV Pustaka Setia 2000) h. 32]  [29:  Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret 2006) h. 83]  [30:  Roni Hanijito Soemitro, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Graha Indonesia, 1983) h. 24] 


G. [bookmark: _Toc178106616]Sistematika Penelitian
Guna memberikan secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, untuk itu peneliti memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Skripsi ini memiliki sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing diantaranya saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Uraian sistematika skripsi ini diantaranya:
Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
Bab II landasan teori yang berisi tentang landasan teori yang membahas tentang hukum pencemaran lingkungan. Pada bab ini berisi pokok-pokok teori yang mendukung penelitian dengan topik permasalahan guna mendukung anlisis terhadap penelitian yang diangkat.
Bab III data. Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak. Serta data-data yang mendukung analisis pada bab selanjutnya.
Bab IV hasil penelitian dan analisis. Peneliti menganalisis implementasi penegakan perda nomor 8 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten demak terhadap pelaku pencemaran lingkungan (studi DLH kabupaten demak).
Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan
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[bookmark: _Toc178106617]BAB II 
[bookmark: _Toc178106618]LANDASAN TEORI

A. [bookmark: _Toc178106619]Lingkungan Hidup
1. Pengertian Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup terdiri dari dua kata yaitu lingkungan dan hidup. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah daerah, golongan; kalangan dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup adalah masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana semestinya. Apabila kedua kata digabungkan, maka lingkungan hidup adalah daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana semestinya. 
Pengertian lingkungan hidup juga berarti segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan manusia baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Secara umum lingkungan hidup dapat diartikan kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.[footnoteRef:31] [31:  Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cetakan II, h. 1] 

Adapun pengertian lingkungan hidup menurut para sarjana yaitu: 

a. Emil Salim
Menurut Emil Salim, lingkungan hidup adalah benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang ada didalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk didalamnya kehidupan umat manusia. Emil Salim dalam mendefinisikan lingkungan hidup cukup luas. Oleh sebab itu definisi tersebut terdapat batasan yaitu: ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial.[footnoteRef:32] [32:  Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. (Jakarta: Mutiara, 1988) h.34] 

b. Munadjat Danusaputro 
Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang didalamnya termasuk manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada serta mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk yang lain. Dapat diambil kesimpulan, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya.[footnoteRef:33] [33:  Munajat Danusaoutro. Hukum Lingkungan  (Jakarta: Binacipta 1985) h. 67] 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 1 angka 1 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.[footnoteRef:34] [34:  Lihat Pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 ] 

2. Hukum Pidana Lingkungan Hidup
a. Esensi Lingkungan Hidup
N. H. T Siahaan berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan konsdisi yang terdapat dalam suatu tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi dalam hidupnya. Selain tokoh diatas, Emil Salim juga berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keaadaan dan pengaruh yang terdapat pada ruang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk didalamya manusia itu sendiri.[footnoteRef:35] [35:  Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2008) h. 16] 

Terdapat beberapa sifat lingkungan hidup yang ditentukan dengan bermacam-macam faktor, yaitu:[footnoteRef:36] [36:  R.M Gatot P. Soemartono,  Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika) h. 17] 

1) Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup
2) Jumlah dan jenis pada setiap unsur lingkungan hidup
3) Kondisi unsur lingkungan hidup
4) Faktor non materiil, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi dan kebisingan.
Unsur-unsur diatas yang mempengaruhi sifat dari lingkungan hidup tidak merupakan unsur yang terlepas satu sama lain, dengan kata lain bahwa unsur-unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap serta saling mempengaruhi.
b. Asas Lingkungan Hidup
Melihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup:[footnoteRef:37] “Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah” [37:  Lihat Pasal 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009] 

3. Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam
Islam merupakan ajaran Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di bumi dan mengatur hubungan serta tanggung jawab terhadap Allah dan hubungan terhadap dirinya sendiri, masyarakat serta alam semesta. Didalam agama Islam terdapat norma dan nilai Ilahiyah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul yang diberikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam menjalani hidupnya, Allah berfirman:
وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْ ۚوَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 
“Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga mencerai-beraikanmu dari jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.”[footnoteRef:38] (Q.S. Al-An‘ām  [6]:153) [38:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=153&to=153 , diakses pada 22 Juni 2024] 


Berkaitan dengan hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusianya, Allah sudah menjelaskan didalam Al-Quran, bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang mempunyai tanggungjawab terhadap isi alam supaya sumber kekayaan alamnya dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman:
وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَوَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْن
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ
“Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya). Dan Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya.”[footnoteRef:39] (Al-Ḥijr [15]:19-20). [39:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/15?from=19&to=20 , diakses pada 22 Juni 2024] 


Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan dan menghamparkan bumi dan menjadikan tumbuhan dan gunung-gunung, dan manusia wajib bertanggung jawab dan memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan asas kelestarian guna mencapai kemakmuran dan memenuhi kebutuhan umat manusia.[footnoteRef:40] Lingkungan hidup telah diciptakan Allah SWT dilengkapi komponen yang beragam didalamnya, untuk digunakan dalam kehidupan manusia, dan dalam penggunaannya semua tugas yang telah Allah bebankan kepada manusia, baik dalam rangka ibadah, menjaga dan membangun bumi, ataupun sebagai khalifah dimuka bumi. [40:  M.Quraish Shihab, Secerah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al Quran, (Bandung, Mizan, 2000), h.273] 

Meskipun manusia disini diberi kewenangan oleh Allah SWT untuk mengolah alam, namun bukan berarti bahwa manusia memiliki kekuasaan yang bebas pada alam dan isinya. Sebaliknya, manusia harus menjaga kelestarian alam supaya tidak dirusak dan tidak dicemari, perusakan dan pencemaran lingkungan ini bisa menyebabkan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri.
Allah telah memberi perintah kepada manusia agar merawat dan memperlakukan bumi dengan baik, ramah, tidak membuat kerusakan dimuka bumi dan memperbaikinya. Semua itu adalah bentuk amanah kepemimpinan (kekhalifahan) yang diberikan oleh Allah untuk kita emban, dengan melaksanakan pembangunan diatasnya dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam pelaksanaannya apabila dalam hal ini manusia berbuat baik dengan bumi maka bumi juga akan baik terhadap manusia. Sebagaimana firman Allah :[footnoteRef:41] [41:  Yusuf al Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan] 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًاۗ  كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ࣖ 
“Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”[footnoteRef:42] (Al-A‘rāf [7]:58) [42:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=58&to=58, diakses pada 22 Juni 2024] 


Tafsir dari departemen agama RI telah dijelaskan bahwasannya jenis tanah dimuka bumi ini baik dan subur. Jika dicurahi hujan sedikit akan menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan bahwan makanan yang berlimpah, tetapi terdapat pula yang tidak baik. Meskipun sudah dicurahi dengan hujan tetapi banyak tumbuhan yang akhirnya mati dan tidak menghasilkan apa-apa.[footnoteRef:43] [43:  Zuhaida, Anggun, Wawan Kurniawan,   Deskripsi Saintifik Pengaruh Tanah Pada Pertumbuhan Tanaman: Studi Terhadap QS. Al A’raf Ayat 58. (Jurnal Thabiea Vol. 01 No. 02 Tahun 2018)] 

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa bentuk perlakuan baik terhadap alam adalah pencegahan terhadap semua bentuk pencemaran yang bisa merusak semua potensi berkah dan baik dalam tanah yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrahnya. Manusia tidak dibenarkan untuk mengubah fitrah tanah yang telah ditakdirkan oleh Allah. Karena segala pencemaran atau penyimpangan dari fitrah dalam bidang apapun adalah bentuk perusakan yang dilarang.
B. [bookmark: _Toc178106620]Pencemaran Lingkungan
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cemar diartikan sebagai ternoda, kotor, dan ternoda, sedangkan pencemaran merupakan hal mencemarkan, yaitu menjadikan sesuatu kotor, cemar, rusak dan hal lainnya yang senada dengan kata polusi dan kontaminasi.[footnoteRef:44] Pencemaran lingkungan adalah perubahan ekosisyem atau habitat yang dapat nerupa perubahan fisik, kimia atau juga perilaku biologis yang akan menganggu kehidupan manusia, spesies, kondisi kehidupan, dan aset kultural. Selain itu perubahan ekosistem akibat kegiatan manusia yang merusak atau menghamburkan secara sia-sia sumberdaya yang telah ada di alam. Adapun menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampau baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.[footnoteRef:45] [44:  Suyono, Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013) h.3 2]  [45:  Lihat pasal 1 UU No 32 Tahun 2009] 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran adalah keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tatanan lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak, dan merugikan kehidupan manusia, flora dan fauna) yang disebabkan kehadiran benda-benda asing (seperti limbah kota, limbah industri dan lainnya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak sesuai dnegan fungsi semula. Macam-macam Pencemaran Lingkungan: 
a. Pencemaran Air
Pencemaran air yaitu suatu perubahan kaadaan pada suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah yang diakibatkan aktivitas manusia. Selain diakibatkan aktivitas manusia, fenomena alam seperti badai, gunung berapi, gempa bumi juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap pencemaran. Pencemaran iar dapat disebabkan oleh beberapa penyebab yang berbeda. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Pabrik atau industri yang membuang berbagai polutan kedalam air limbahnya seperti toksinorganik, logam berat, minyak, padatan dan nutrien. Air yang dibuang tersebut memiliki efek ternal, terlebih air limbah yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.[footnoteRef:46]   [46:  Dale Dompas Sompotan, dkk. Pencegahan Pencemaran Lingkungan,. (Jurnal Saintekes Vol.1 No.1. Jambi 2022)] 

b. Pencemaran Udara
Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI No.KEP-03/MENKLH/II/1991, menyebutkan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain kedalam udara ambeien oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga mutu udara menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tersebut menjadi kurang atau tidak dapat memenuhi fungsinya lagi sesuai dengan peruntukannya.[footnoteRef:47] [47:  Nurhaedah Hasan. Analisis Pencemaran Udara Akibat Pabrik Aspal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 2020] 

Terdapat dua jenis pencemaran udara, yaitu pencemaran udara primer dan sekunder. Pencemaran primer yaitu substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Contoh pencemaran primer yaitu karbon monoksida yaitu hasil dari pembakaran. Sedangkan pencemaran sekunder yaitu substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer. Contoh dari pencemaran sekunder yaitu pembentukan ozon dalam smog fotokimia.
c. Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan yang alami. Pencemaran air biasa terjadi dikarenakan kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar kedalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah serta limbah industri yang pembuangan limbahnya tidak memenuhi syarat (ilegal dumpling).  Pencemaran tanah ini dapat juga terjadi melalui media air. Air yang mengandung bahan polutan akan merunah susunan kimia dan akan mengganggu jasad yang hidup dalam atau permukaan tanah. Pencemaran udara juga dapat melalui udara, udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung polutan dan kemudian mencemari tanah.[footnoteRef:48] [48:  Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, h.67] 

2. Pencemaran Lingkungan menurut Hukum Pidana Islam
Pandangan hukum pidana Islam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah jari>mah, Abdul Qodir Audah menafsirkan jari>mah sebagai suatu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan had ataupun takzi>r. Suatu perbuatan dilihat sebagai jari>mah yakni pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut ini: 
1) Unsur formil yaitu adanya peraturan atau nash yang menunjukkan larangan terhadap suatu pedoman yang diancam dengan hukuman.
2) Unsur materil yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang berbentuk nyata.
3) Unsur moril yaitu pelaku adalah orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.
Segala bentuk perusakan alam baik secara langsung maupun tidak langsung didalam hukum Islam dilarang. Allah telah menciptakan bumi dan segala isinya dengan segala macam yang berhubungan dengannya, seperti lingkungan yang alami bagi manusia dengan keadaan bersih dari kotoran dan segala jenis pencemaran, seimbang dan tidak ada kurang satupun. Allah telah menciptakan alam dengan bumi dan langitnya dengan sebaik-baiknya bentuk. Sebagaimana terdapat dalam firman-Nya:
الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ
“(Dia juga) yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah.”[footnoteRef:49] (Q.S. As-Sajdah :7) [49:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/32?from=7&to=7, diakses pada 22 Juni 2024] 


Ibnu Katsir menafsirkan bahwasannya Allah telah menjelaskan bahwa Dia sudah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya ciptaan.[footnoteRef:50] Sedangkan menurut Syekh Muhammad Sholih Al Utsaimin dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa Allah adalah sang khaliq dan semua yang diciptakan oleh Allah pasti sebaik-baiknya bentuk dan paling baik.[footnoteRef:51] Dari kutipan ayat diatas juga dapat diketahui bahwa dialam ini tidak ada sesuatu pun yang tercemar ataupun hilang keseimbangannya, sebagaimana seperti Allah SWT ciptakan pertama kali. Akan tetapi datang kerusakan, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan hasil dari tangan-tangan manusia itu sendiri yang secara sengaja berusaha mengubah fitrah Allah pada lingkungan, dan mengubah ciptaan-Nya pada diri manusia dan kehidupan. [50:  Al Hafidz ‘Imaduddin Abi Al Fida’ Isma’il Ibnu Umar Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, Juz 6 (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1998), 321–22]  [51:  Muhammad Sholih Al ‘Utsaimin, Tafsir Al Qur’anul Karim Surat As Sajdah, Cet. I (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2015), 42.] 

Selain ayat diatas, terdapat beberapa ayat lain dalam Al-Quran Allah melarang perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dimuka bumi, yaitu:
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ 
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”[footnoteRef:52] (Q.S.  Al-A‘rāf (7):56) [52:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=56&to=206, diakses pada 22 Juni 2024] 


Ayat diatas melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, berbuat kerusakan adalah salah satu bentuk yang berlebihan. Alam semesta telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, harmonis dan memenuhi kebutuhan makhluk didalamnya. Salah satu bentuk yang dilakukan oleh Allah SWT yaitu dengan mengutus para Nabi guna meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang ada dimasyarakat. Oleh sebab itu merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusak sebelum diperbaiki. Didalam ayat tersebut menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun memperburuk dan merusak sesuatu yang baik itu dilarang.[footnoteRef:53] [53:  M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2003) ] 

Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32:
مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ 
“Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.”[footnoteRef:54] [54:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=32&to=120, diakses pada 22 Juni 2024] 


Prof. Dr Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan mengenai ayat diatas. Bahwa manusia tang tanpa sebab membuat kerusakan di muka bumi baik tindakan tersebut pengacau keamanan dan ketentraman seperti para pencuri sama saja mereka telah melakukan pembunuhan pada seseorang tanpa sebab dan dosa, dan seakan-akan ia telah membunuh manusia semuanya. Di sisi Allah SWT, tidak ada perbedaan antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lain. Beliau juga menjaelaskan bahwa barangsiapa yang mempelihara kehidupan manusia dan melarang pembunuhan, seakan-akan ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya dengan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi mereka.[footnoteRef:55] [55:  Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Vol.3 (Jakarta: Gema Insani, 2016)] 

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 205:
وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 
“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”[footnoteRef:56] [56:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=205&to=286, diakses pada 22 Juni 2024] 


Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas adalah mengenai perbuatannya. Yaitu perkataannya dusta belaka dan keyakinannya telah rusak, dan perbuatannya semua buruk belaka.[footnoteRef:57] Dan didalam tafsir Al-Aisar juga bahwa ayat diatas bahwasannya Allah ta’ala mengkabarkan kepada RosulNya dan orang-orang yang beriman mengenai kondisi orang munafik, dan orang-orang yang jujur. [57:  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 417] 

Selain pada ayat diatas, didalam suatu h}adi>st disebutkan
من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار
“Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya kedalam neraka.”[footnoteRef:58] [58:  Abū Dāwūd al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd (Beirut: Dār al-Kutub al-„Arabī, 2009), Jld. 4, h. 530] 


Beberapa ayat dan h}adi>st diatas menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk membuat kerusakan di muka bumi, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam.
Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwasannya perbuatan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia disebabkan beberapa faktor yang semuanya adalah bentuk pelanggaran dari perintah Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Faktor tersebut antara lain adalah sunatullah, berlaku zalim, sombong dan angkuh (takabbur), menuruti hawa nafsu, kufur terhadap nikmat Allah.[footnoteRef:59] Perbuatan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini tidak hanya berpengaruh pada lingkungan hidup saja, tetapi juga berpengaruh pada tanaman, hewan dan manusia itu sendiri. Apabila lingkungan hidup sudah tercemar, tentu sangat berpengaruh pada hewan, tumbuhan dan manusia yang hidup disekitarnya. [59:  Yusuf Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, terj. Abdullah Hakam Shah, (Jakarta : Pustakan Al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1, h xv] 

Ahmad Hanafi menjelaskan, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu menyebabkan kerugian bagi orang lain baik harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, jasad (anggota badan atau jiwa), perasaan ataupun yang lainnya yang dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.[footnoteRef:60] Imam al-Mawardi menyebutkan bahwasannya tindak pidana adalah segala larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had atau takzi>r.[footnoteRef:61] [60:  Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaja Setia, 2000) cetakan ke-1, h.17]  [61:  H. A. Djazuli, Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) cetakan ke-3, h.11] 

3. Pencemaran Lingkungan Sebagai Jari>mah
Dalam hukum pidana Islam pencemaran lingkungan di kategorikan dalam jari>mah takzi>r. Dikalangan fuqoha, jari>mah-jari>mah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara’dinamakan jari>mah takzi>r. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jari>mah takzi>r terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.[footnoteRef:62] Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil inti bahwa jari>mah t'zir merupakan perbuatan maksiat. Pencemaran lingkungan termasuk dalam kategori perbuatan maksiat yang tidak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumannya, maka pencemaran lingkungan termasuk dalam kategori jari>mah takzi>r. Kategori jari>mah takzi>r pencemaran lingkungan termasuk jenis jari>mah takzi>r macam yang kedua yaitu jari>mah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumnya diserahkan kepada manusia, syara’ hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.[footnoteRef:63] [62:  Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)]  [63:  Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1991)  ] 

Abdul Qadir Awdah juga mengkategorikan pencemaran lingkungan sebagai jari>mah takzi>r dimana jenis jari>mah dan sanksinya manjadi wewenang penguasa demi terealiasasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap pemerintah lainya. dapat dilihat bahwa pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai jari>mah takzi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Karena pencemaran lingkungan termasuk perbuatan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang dampaknya merugikan kemaslahatan umum, dan penguasa (pemerintah) yang memberikan hukuman-hukuman yang ditentukan ulil amri demi kemaslahatan umum.[footnoteRef:64] [64:  Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)] 

Selanjutnya, pandangan para ulama tentang pencemaran lingkungan antara lain bahwa “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dharar maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayah).”[footnoteRef:65] pencemaran lingkungan sebagai tindak pidana (jari>mah) maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur jari>mah yaitu unsur formal (Rukun syar’i), unsur material (Rukun Maddi) dan unsur moral (Rukun adabi).[footnoteRef:66] [65:  Lembaga Bahtsul Masail NU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Nahdlatul Ulama, Cet I (Surabaya: Khalista, 2011)]  [66:  Ahmad Wardi Mushlih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004)] 

Pertama, unsur formal (Rukun syar’i) yaitu: nash yang melarang perbuatan dan mengacam perbuatan terhadapnya. Berkenaan dengan perbuatan pencemaran lingkungan dalam Al-Qur’an penulis menemukan beberapa ayat-ayat yang menyebutkan tentang larangan berbuat kerusakan (mafasid) yang dapat di kolerasikan dengan pencemaran lingkungan karena dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan adalah kerusakan dimuka bumi. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan berbuat kerusakan lingkungan antara lain: 
QS. Ar-Rum ayat 41:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”[footnoteRef:67] [67:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=41&to=60, diakses pada 22 Juni 2024] 


Didalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, surat Ar-Rum ayat 41 menjadi petunjuk bahwasannya berkurangnya hasil bumi baik itu hasil tanam-tanaman dan buah-buahan adalah akibat banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Abul Aliyah mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, sama dengan dia telah berbuat kerusakan di bumi, bahwasannya terjaganya langit dan bumi merupakan dengan ketaatan.
QS. Al-A’raaf ayat 56 :
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ 
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”[footnoteRef:68] [68:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=56&to=206, diakses pada 22 Juni 2024] 


Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaati-Nya, dan penuh harap terhadap anugerah-Nya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.[footnoteRef:69] Sikap menjaga ling kungan disini memiliki arti supaya tidak membuat kerusakan dibumi seperti yang dijelaskan didalam surah Al-A’raf ayat 56 bahwasannya agar melakukan perbuatan dan sikap yang baik, tidak merusak bumi dan lingkungan untuk kepentingan makhluk yang lainnya. [69:  Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an; 1982), h. 56.] 

Kedua ayat diatas merupakan contoh nash Al-Qur’an yang menjelaskan tentang larangan manusia untuk berbuat kerusakan terhadap alam, Allah SWT melarang perusakan dimuka bumi, dan yang paling membahayakan adalah perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan secara benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelahnya, tentu hal itu paling membahayakan bagi manusia. Maka jelas bahwa segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap alam termasuk didalamnya lingkungan (tanah, air, dan udara) merupakan tindakan yang Allah telah melarang melalui nash Al-Qur’an, untuk itu siapanpun yang melakukan perusakan lingkungan maka melanggar syari’at Allah dan termasuk perbuatan jari>mah.
Kedua, unsur material (Rukun maddi) ialah adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jari>mah. Baik perbuatan-perbuatan yang nyata maupun sikap tidak perbuatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan industri-indutri yang telah melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah pabrik tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan.
Unsur yang ketiga adalah unsur moral (Rukun adabi) yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawabanya terhadap jari>mah yang diperbuatnya. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakanya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat perbuatannya itu. Tentunya dalam perbuatan pencemaran lingkungan para pelaku pencemaran lingkungan sudah mengetahui maksud yang timbul dari pencemaran terhadap lingkungan tersebut, para pengelola industri pabrik yang ada diseluruh Indonesia dalam pembuangan limbah industri seharusnya melalui beberapa proses pengolahan yang sesuai dengan baku mutu limbah sebelum di buang ke sungai, laut maupun udara. Sehingga dari pembuangan limbah pabrik yang dialirkan ke sungai maupun laut tidak mempengaruhi ekosistem di dalamnya dan masyarakatpun tidak dirugikan.[footnoteRef:70] [70:  A. Hanafi, Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967] 


4. Jari>mah Takzi>r
Secara etimologi kata Takzi>r berasal dari azzara yang mempunyai arti mencegah, menolak, mendidik, mengagungkan, menghormati, menguatkan, membatu, dan menolong. Sedangkan secara terminologi takzi>r adalah hukuman yang tidak disebutkan ketentuan dan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan hakim. Jari>mah takzi>r menurut Abdul Qadir Audah yaitu hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas perbuatan pidana yang belum ditentukan kadar hukumnya oleh syara’. Sedangkan menurut Hasbie Ash Shidiqqie yang dikutip oleh Rofiq, Pujiyono, dan Arief takzi>r adalah corak yang membedakan antara jari>mah hudud dan jari>mah takzi>r maupun jari>mah qisash diyat adalah corak kemaslahatan. Corak tersebut memberikan asas legalitas dalam penerapan jari>mah takzi>r dapat diperlonggar sampai batasan tertentu. Selain itu corak ini membuat jari>mah takzi>r tidak membutuhkan penyebutan secara jelas terkait macam dan hukumannya. 
Terdapat beberapa dalil yang mendasari terkait adanya jari>mah takzi>r, yaitu:
۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓىاَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”[footnoteRef:71] (Q.S An-Nisa: 58) [71:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58 , diakses pada 22 Juni 2024] 

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ  فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ࣖ 
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”[footnoteRef:72] (Q.S. An-Nisa: 59). [72:   Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59, diakses pada 22 Juni 2024
] 


Ayat diatas menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan penguasa yang adil dalam menetapkan sebuah hukum. Selain itu, dijelaskan juga tentang hubungan antara penguasa dengan masyarakatnya, yaitu dengan memerintahkan agar masyarakatnya taat dan mematuhi ketentuan-ketentuan dari Allah, Rasulullah dan pemimpin mereka.[footnoteRef:73] [73:  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 44.] 

Ulama sepakat menetapkan bahwa ta’zīr disyari’atkan pada semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman ḥad, artinya hukuman yang sudah ditentukan jenisnya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hukuman ta‟zīr diterapkan pada dua macam kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban, dan kejahatan melanggar larangan.[footnoteRef:74]  [74:  Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, aṭ-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‟iyyah, ed. In, Hukum Acara Peradilan Islam, (terj: Adnan Qahar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 188] 

Namun secara umum, jenis-jenis perbuatan kejahatan yang dapat dikenai hukuman tazīr ada tiga bentuk.[footnoteRef:75] Ketiga bentuk kejahatan tersebut adalah sebagai berikut: [75:  Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Teras, Yogyakarta, 2009, h. 188; Abdul Qadir Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā‟i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad‟iy…, h. 101; dijelaskan pula dalam buku Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, aṭ-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‟iyyah…, h. 189- 190] 

a. Jari>mah tazīr yang berasal dari jari>mah-jari>mah ḥudūd atau qiṣaṣ, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat.
Terkait dengan jenis kejahatan ini, menyangkut semua kejahatan yang dihukum dengan hukuman hudūd. Kejahatan hudūd, qiṣaṣ, dan diyat dihukum dengan tazīr pada saat hukuman utama tidak dapat dijalankan atau sebagai tambahan atas hukuman utama. Penambahan hukuman tazīr terḥadap jenis perbuatan yang dihukum dengan hukuman hudūd ini ketika syarat-syaratnya tidak sempurna dan yang hukuman ḥadnya terhindarkan atau dihapuskan.[footnoteRef:76] [76:  Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 192 ] 

b. Jari>mah tazīr yang jenisnya disebutkan dalam naṣ syara, akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti.
Terkait dengan perbuatan yang terdapat larangannya dalam naṣ yaitu riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, dipahami bahwa perbuatan-perbuaan maksiat yang terdapat larangannya dalam Alquran dan Hadiś Rasulullah, pemerintah dapat memberikan dan menetapkan hukumannya. Dengan syarat bahwa petunjuk larangan perbuatan tersebut ada, namun jenis sanksinya belum ditetapkan dalam naṣ. 
c. Jari>mah tazīr yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara
Kriteria penambahan hukuman ta‟zīr terḥadap perbuatan kejahatan yang sama sekali belum disinggung dalam naṣ syara‟, baik bentuk kejahatan maupun sanksinya, hal ini sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah (ulil amri/hakim). Misalnya, pelanggaran mengenai kedisiplinan pegawai pemerintah, perbuatan tersebut dihukum disebabkan karena pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian pelanggaran terḥadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terḥadap pemerintah lainnya.[footnoteRef:77] Abdul Aziz Amir dan Abdul Qadir Audah ahli hukum pidana Islam di Mesir sama-sama menyatakan bahwa ruang lingkup pidana ta‟zīr amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi, kemudian jari>mah ta‟zir tersebut bisa berkembang sesuai dengan perkembangan jenis-jenis maksiat di sepanjang zaman dan tempat, baik yang menyangkut pelanggaran terḥadap kemaslahatan pribadi, maupun pelanggaran terḥadap kemaslahatan masyarakat dan/atau negara. Oleh sebab itu, ruang lingkup jari>mah ta‟zir berlaku bagi setiap bentuk maksiat di luar jari>mah hudūd (tindak pidana hudūd) dan tindak pidana alqatl wa al-jarh (tindak pidana pembunuhan dan pelukaan).[footnoteRef:78] [77:  Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 11.]  [78:  Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), cet. 6, h. 1772.] 

5. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam
Fiqh al-bi’ah menurut Yusuf al-Qaradawy adalah salah satu bagian dari fikih kontemporer untuk menyikapi isu lingkungan dari prespektif yang paraktis dengan memberikan (hukum) berinteraksi, mengelola dan memelihara lingkungan. Menurut Beliau lingkungan merupakan lingkup di mana manusia hidup, baik ketika bepergian maupun ketika mengisolasikan diri, dan dijadikan tujuan sebagai tempat kembali, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Beliau membagi lingkungan terdiri dari yang hidup (dinamis) dan yang statis (mati). Lingkungan yang dinamis artinya lingkungan yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan.
Dalam perspektif pakar lingkungan, lingkungan dinamis itu adalah lingkungan biotik (yang hidup) dan abiotik (yang tidak hidup). Sedangkan lingkungan yang statis meliputi alam (thabi'ah) yang diciptakan Allah dan industri yang diciptakan manusia. Alam yang diciptakan Allah meliputi lingkungan di bumi, luar angkasa dan langit termasuk matahari, bulan dan bintang. Sedangkan industri ciptaan manusia, meliputi segala apa yang dieksplorasi dari sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah-rumah yang dibangun, dan lain-lain.[footnoteRef:79] [79:  Hartini, “Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi”, Jurnal: al-audah vol.1, 2013] 

Terdapat beberapa nilai yang dipedomani sebagai landasan praktis dalam merumuskan serta mengembangkan fiqh al-Bi’ah, yaitu:
1) Penciptaan alam raya, termasuk linkungan manusia (tanah, air, dan udara) yang telah ditentukan ukuran dan ketentuannya, serta harus dijaga dan dilestastarikan bersama. Oleh sebab itu, barang siapa yang merusaknya berarti telah merusak ketentuan Allah.
2) Segala tindakan yang merusak keseimbangan dan kelestarian bumi dan alam pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran dan pengingkaran yang dihukumi berdosa bagi pelakunya, sebagaimana dalamQS. Al-Araf (7): 56:
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْن 
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”[footnoteRef:80] (Q.S.  Al-A‘rāf (7):56) [80:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=56&to=56, diakses pada 22 Juni 2024
] 

Penguasa (negara) berkewajiban menjaga dan melindungi hak-hak warganya dan aset-aset yang dimiliki oleh negara dan melalui serangkaian kebijakan berorientasi pada kepentingan bersama. Serta setiap tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat luas dan negara adalah pelanggaran hukum, untuk itu pelakunya harus dikenai sanksi.
Menggunakan Fiqh al-Biah adalah salahsatu upaya dalam menyelamatkan bumi dan lingkungan dari kerusakan, eksploitasi dan global warming. Fiqh al-Biah akan menindak tegas terhadap orang yang menyia-nyiakan, mengabaikan dan merusak tatanan ekosistem dimuka bumi dan dapat dikatakan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Pelakunya bisa disebut kafir dan harus dihukum.[footnoteRef:81] [81:  Hasan M. Ubaidillah, “Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)”, Jurnal Al-Qanun, Vol. 13 No 1, Juni 2010.] 

Menurut Ali Yafie, terdapat dua ajaran dasar yang ajaran tersebut adalah dua kutub dimana manusia hidup dimuka bumi. Pertama, rabb al-alamin, al-Quran menjelaskan bahwa Allah SWT adakag Tuhan semesta alam, bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia, oleh karena itu, manusia dan alam adalah sama dihadapan Tuhan. Kedua, rahmah li al-alamin, yang memiliki arti menusia diberikan kepercayaan (amanat) untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh makhluk penghuni bumi.[footnoteRef:82] [82:  Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial (Bandung: Mizan, 1994), h. 10] 

Selain itu, dalam konsep lingkungan hidup yang dijelaskan oleh K.H. Ali Yafie, lingkungan wajib memiliki prinsip dasar dan kewajiban didalamnya. Prinsip yang dimaksud adalah:[footnoteRef:83] [83:  Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006) h.163] 

1. Perlindungan Jiwa-Raga (Hifdz Nafs) adalah Kewajiban Utama
Kehidupan dalam sudut pandang fiqh merupakan sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Setiap makhluk hidup dilengkapi naluri untuk mempertahankan hidup. Manusia selain mempunyai naluri mempertahankan hidup juga mempunyai kesadaran untuk mempertahankan hidup itu.
Manusia memiliki lima landasan kemaslahatan sebagai dasar kehidupan, antara lain yaitu: perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan kehidupan manusia (Hifds al-Nafs), perlindungan akal (hifds aql), perlindungan harta kekayaan (hifd maal), perlindungan keturunan (hifds nasab), perlindungan agama (hifd din). Hifdz Nafs menjadi prioritas utama dari pada kuliyat al-khamsah lainnya hal ini dikarenakan istilah an-nafs dalam kajian fiqh adalah satu paket dari tiga
unsur yang melekat pada diri manusia yaitu manusia, jiwanya, raganya, dan kehormatannya.
Pada nyatanya manusia setelah lahir akan ada difase pertumbuhan fisik dan mental. Sehingga jiwa, raga, dan kehormatannya harus dilindungi dan disamakan. Oleh sebab itu perlindungan hukum untuk menjamin itu semua telah diberikan sejak dini bahkan saat masih didalam rahim ibunya.
2. Kehidupan Dunia Bukan Tujuan, tetapi Merupakan Titian Menuju Alam Akhirat yang Abadi
Kehidupan dalam Islam mengajarkan dua jenis doktrin, yaitu: Pertama, sebuah kehidupan di alam nyata atau muka bumi, dibatasi oleh ruang dan waktu yang biasa disebut duniawiyah. Dengan dibatasi oleh ruang dan waktu, kehiduoan dunia tidaklah kekal tetapi merupakan titian menuju alam akhirat yang abadi.
Bekerja dan berbuat hanya ada didalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia sebagai modal bagi manusia untuk upaya memperoleh ridha Allah di akhirat nanti. Adanya ruang dan waktu yang terbatas tersebut adalah ujian untuk menciptakan prestasi kerja yang berkualitas, dan sesuai dengan kehendak dan mengikuti jalan yang sesuai dengan ajaran-Nya.
3. Produksi dan Konsumsi Harus Sesuai dengan Standar Kebutuhan Layaknya Manusia (hadd al-kifayah)
Mengambil terlalu banyak dari kebutuhan manusia semestinya, kaitannya dengan sifat terbatas Sumber Daya Alam (SDA), sebetulnya hanya akan mendatangkan akibat buruk bagi manusia. Tindakan untuk mengambil dan memperoleh dari yang semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam (SDA).
Tindakan seperti ini juga menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat dunia. Adanya pihak-pihak seperti negara (memiliki kekuasaan/kekuatan, pengetahuan, teknologi, dan kesempatan) mengekspolitasi pemanfaatan sumber daya alam, atau mengambil lebih dari yang semestinya menyebabkan sebagian penduduk bumi ada didalam konsidisi krisis kehidupan.
4. Keselarasan dan Keseimbangan Alam (Ekosistem) Mutlak ditegakkan, menganggu dan Merusak Ekosistem sama dengan Menghancurkan Kehidupan Seluruhnya
Suatu kehidupan terbangun atas keseimbangan dan keselarasan, tetapi alam semesta berjalan dengan dasar keserasian dengan perhitungan yang tepat. Prinsip keteraturan yang penuh perhitungan dan serasi ini seharusnya menjadi pedoman manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Prinsip ini akan mengantarkan manusia kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Karena alam ini diciptakan tidak akan sia-sia. 
5. Semua Makhluk adalah Mulia, Siapapun dilarang untuk mengeksploitasi semua Jenis Makhluk yang Menyebabkan Kehidupannya Terganggu
Semua makhluk mempunyai status hukum yang muhtaram didalam fiqh, bukan dalam arti terhormat, akan tetapi harus dilindungi keberadaannya jika makhluk hidup, siapapun dilarang untuk membunuhnya, jika makhluk tidak bernyawa siapapun dilarang untuk membinasakannya, dapat diartikan semua kahluk harus dilindungi hak kepribadiannya (hak hidup) untuk menjaga keberadaannya.
Selain itu doktrin Islam mengajarkan tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dalam memperlakukan makhluk hidup atau pun yang tak bernyawa. Menurut pandangan fiqh pemilik benda berkewajiban untuk merawat benda-benda yang dimilikinya.
6. Manusia Adalah Pelaku Pengelolaan Alam Semesta Yang Menentukan Kelestarian Kehidupan, Segala Tindakannya akan Dimintai Pertanggungjawaban, Baik di Dunia Maupun di Akhirat.
Manusia adalah makhluk hidup yang ada dan bagian dari alam raya ini, manusia berada dalam barisan depan dari semua yang berstatus muhtaram, Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diberi keutamaan dari makhluk lainnya. Oleh karena itu manusia dibumi berposisi sebaga khalifah fil ard dengan konsekuensi segala bentuk tindakannya akan dipertangggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat.
K.H Ali Yafie juga menjelaskan mengenai pertanggung jawaban atau kerusakan lingkungan. Hukum pelestarian lingkungan adalah fardhu kifayah. Hal itu berarti semua individu ataupun kelompok bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan hidup dan harus terlibat dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, karena pemerintah telah menerima amanat untuk mengurus urusan masyarakat. Jika ligkungan hidup masih tercemar, maka semua akan ikut berdosa, maka usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut tidak boleh berhenti.
Menurut Fakhruddin al-Razi, melindungi dan merawat lingkungan dalam Mafatih al-Ghaib, adalah suatu kewajiban setiap muslim dan menjadi tujuan syariat Islam. Selain itu, menurut Mustafa Abu Sway, menjaga lingkungan merupakan tujuan tertinggi syariah. Gagasan ketiga tokoh tersebut harus dijadikan suatu terobosan ijtihad tentang pelestarian bumi dan lingkungan dalam ajaran Islam.[footnoteRef:84] [84:  Mudhofir Abdullah, Al-Qu’an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’at (Jakarta: Dian Rakyat, 2010) h. 36] 


C. [bookmark: _Toc178106621]Peraturan Daerah
Setiap pemerintahan daerah mempunyai peraturan masing-masingg yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan daerah tersebut. Pemerintah daerah melalui ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam ayat (2): Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, adapun ayat (3), pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewanangan daerah otonom.[footnoteRef:85] [85:  Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, (Jakarta Sinar: Grafika, 2018), h.2.] 

Peraturan daerah adalah salah satu bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.[footnoteRef:86] [86:  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan] 

Aristi Evandy A. Barlian berpendapat bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi yang ada didalam Peraturan Daerah adakah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuannya, serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah terdiri atas: 
a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsu dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama dengan Gubernur.
b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama dengan Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan daerah Provinsi.[footnoteRef:87] [87:  Aristo Evandy A. Barlian, “Konsistensi PembentukanPeraturan Daerah Baerdasarkan Hierarki Perundang –undangan Dalam Perspektif Politik Hukum”, Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2016, 608] 

Peraturan Daerah adalah penjelasan atau penjabaran lanjutan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu peraturan yang dibuat guna melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terdapat diatasnya dan tetap memperhatikan ciri khas daerah masing-masing. Selain itu, Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentinan umum, peraturan perundang-perundangan yang lebih tinggi dan Peraturan daerah yang lain.[footnoteRef:88] [88:  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan] 

Bagir Manan menjelaskan kemandirian dalam berotonomi bukan berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang tidak terikat dari sistem perundang-undangan nasional. Perataturan perundang-undangan tingkat daerah adalah bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan nasional. Oeleh karena itu tidak diperbolehkan adanya peraturan-perundangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau kepentingan umum.[footnoteRef:89] [89:  Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, (Universitas Bandung:  Pusat Penerbitan LPPM, 1995), h. 8.] 


a. Perda Sebagai Bagian dari Hukum Pidana
Pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala tujuan dan cita-cita yang diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga merupakan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah yang harus dicapai. Dengan dilaksanakannya asas desentralisasi, pemerintah daerah menjadi pemegang kendali bagi pelaksanaan pemerintah di daerah. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Peraturan Daerah merupakan salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 maka setiap daerah diberikan wewenang untuk membuat sendiri peraturan daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk perturan perundangundangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. 
Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011), menjadi landasan hukum untuk penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk juga peraturan lokal tadi yaitu peraturan daerah yang berlaku mengikat bagi daerah tempat peraturan daerah itu dibentuk. Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam pelaksanaannya berlaku secara lokal, sehingga kekuatan mengikatnya hanya pada daerah dibentuk.
Peraturan daerah adalah peraturan yang memuat norm-norma yang mengatur sesuatu yang berlaku di lingkungan tertentu dan ditetapkan oleh yang berkuasa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan makna dari dasar hukum adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (rechts ground).[footnoteRef:90] Dasar hukum dari satu perundang-undangan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk, dan tata urut peraturan perundang-undangan. [90:  Lubbis Soly, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, (Bandung: Alumni 1984).] 

Kebijakan sanksi pidana adalah sebagai kebijakan publik pada umumnya dengan prinsip dasar kebijakan yag rasional. Ha itu juga diterapkan dalam kebijakan sanksi pidana. Ruang lingkup kebijakan kriminal dengan menggunakan sanksi hukum pidana, dikemukakan oleh Herbert L. Packer sebagai berikut:[footnoteRef:91] [91:  Herbert. L. Parker, The limits of criminal santion, (California: Standford University 1968)] 

1. Sanksi pidana diperlukan, kita tidak dapat hidup, kini maupun masa yang akan datang tanpa sanksi pidana
2. Sanksi pidana dapat digunakan untuk menghadapi bahaya yang mengancam
3. Sanksi pidana merupakan penjamin jika digunakan secara cermata dan manusiawi.
Sehubungan dengan kebijakan sanksi pidana yang merupakan upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan pada umumnyadan pelanggaran pada peraturan daerah pada khususnya akan mempunyai arti dalam pembangunan di daerah jika dapat memberi perlindungan pada Masyarakat. Persoalan penerapan kebijakan sanksi pidana dalam peraturan daerah dapat dilaksanakan secara maksimal apabila:
1. Kebijakan sanksi yang dimuat dalam Perda dirumuskan sesuai dengan KUHP.
2. Adanya rasa tanggung jawab bagi setiap aparat penegak hukum sebagai aparat pelaksana dalam menerapkan sanksi pidana Perda, tanpa rasa takut memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Namun, dalam prakteknya terhadap aparat penegak hukum lebih memiliki keunggulan kualitas profesionalisme SDM yang handal sehingga para pelaksananya dapat difungsikan secara optimal.
Penggunaan kebijakan sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan atau pelanggara harus benar benar memperhitungkan semua factor yang mendukung bekerjanya hukum pidan aitu dalam kenyataannya. Demian juga dengan penggunan sanksi pidana yang diatur dalam Perda harus memperhitungkan semua factor yang mendukung bekernya hukum atau birokrasi.

D. [bookmark: _Toc178106622]Dampak Pencemaran Lingkungan
Dampak yang dihasilkan oleh pencemaran lingkungan bermacam-macam diantaranya: mengganggu kesehatan makhluk hidup, keseimbangan lingkungan ekosistem, dan hujan asam. Kesehatan pada manusia juga akan terganggu dengan adanya pencemaran lingkungan, manusia akan terganggu akibat udara yang tercemar. Penyakit yang biasa timbul akibat pencemaran udara yaitu infeksi saluran pernafasan, paru-paru, jantung, dan juga dapat memicu kanker yang sangat berbahaya. Pencemaran lingkungan ini juga akan berdampak pada ekosistem tempat tinggal berbagai makhluk hidup seperti kebakaran hutan yang merusak tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan hujan asam disebabkan oleh belerang (sulfur) yang itu adalah polutan dalam bahan bakar fosil serta nitrogen diudara yang bereaksi dengan oksigen yang membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, akhirnya meraka jatuh ke tanah sebagai hujan asam.[footnoteRef:92] [92:  Indyah, S. A. “Pendidikan Lingkungan Hidup Tentang Bahaya Polutan Udara.Cakrawala Pendidikan”, (November 2005), Th. XXIV, No. 3.] 

Pencemaran lingkungan juga berdampak pada air, diantaranya[footnoteRef:93]: [93:  Skripsi Adi Permana Putra yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Air yang Dilakukan Oleh Perusahaan Tekstil Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019.] 

1. Berkurangnya jumlah air
Dampak yang satu ini adalah efek yang bisa terjadi jika limbah anaerob atau limbah padat yang sulit terurai semakin menumpuk.
2. Kerusakan ekosistem dan organisme air
Bahan yang berbahaya mengkontaminasi air akan membuat kandungan oksigen didalam air akan berkurang. Oksigen ini sangat diperlukan dalam ekosistem air agar makhluk didalamnya tetap hidup, dan kehidupan mikroorganisme yang ada didalam air juga akan ikut terpengaruh jika lingkungan air tercemar dan oksigen didalamnya akan berkurang.
3. Resiko Penyakit
Air sungai yang tercemar didalam sungai atau sumber air yang lainnya dan masih dikonsumsi, dapat menyebabkan dampak buruk dalam jangka panjang. Mengkonsumsi air yang tercemar memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena gangguan kesehatan.
4. Kurangnya pasokan air bersih
Dikarenakan sumber air yang tercemar, masyarakat disekitarnya otomatis akan membutuhkan pasokan air bersih dari sumber lainnya. Banyak lokasi yang membutuhkan pasokan air bersih, penyedia air bersih yang sedikit tentu akan mengalami kurangnya pasokan air bersih. Hal tersebut menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan air sehari-hari.
5. Menimbukan bau 
Pencemaran pada air tentu saja mengakibatkan bau yang dihasilkan oleh zat aerob dan anaerob yang terkandung dalam limbah cair dan hal ini juga mengakibatkan kematian pada biota air.



[bookmark: _Toc178106623]BAB III 
[bookmark: _Toc178106624]GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. [bookmark: _Toc178106625]Gambaran Umum Kabupaten Demak
Kabupaten Demak adalah salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan secara administratif Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 Kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan.Luas wilayah Kabupaten Demak tercatat seluas 897.43 Ha dengan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan sawah yaitu seluas 51.558 Ha (57,47%) dan selebihnya adalah perkebunan, bangunan, dan tambak seluas 38.185 Ha (42,53%). Sawah yang terdapat di Kabupaten Demak terdiri dari sawah berpengairan teknis 37,25% dan sawah hujan 19,33%. Sedangkan untuk lahan kering 14,93% digunakan untuk perkebunan, 17,12% digunakan untuk bangunan dan lahan, serta 10,63% digunakan untuk tambak. [footnoteRef:94] [94:  https://demakkab.go.id diakses pada tanggal 28 April 2024] 

[bookmark: _Toc178106827]Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2019
	No.
	Kecamatan
	Jumlah Desa
	Luas wilayah km2

	1
	Mranggen
	19
	72,22

	2
	Karangawen
	12
	66,95

	3
	Guntur
	20
	57,53

	4
	Sayung
	20
	78,69

	5
	Karangtengah
	17
	51,55

	6
	Bonang
	21
	83,24

	7
	Demak
	13
	61,13

	8
	Wonosalam
	21
	57,88

	9
	Dempet
	16
	61,61

	10
	Kebonagung
	14
	41,99

	11
	Gajah
	18
	47,83

	12
	Karanganyar
	17
	67,76

	13
	Mijen
	15
	50,29

	14
	Wedung
	20
	98,76

	
	Jumlah
	243
	897,43


	Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka 2020
Kabupaten Demak berada pada koordinat 6º 43' 26" – 7º 09' 43" Lintang Selatan (LS) dan 110º 27' 58" – 110º 48' 47" Bujur Timur (BT). Kabupaten Demak dengan bentang Barat ke Timur sepanjang 49 km dan bentang Utara ke Selatan sepanjang 41 km. Adapun batas‐batas wilayah Kabupaten Demak sebagai berikut:[footnoteRef:95] [95:  https://demakkab.go.id/publikasi/geografi diakses pada tanggal 29 April 2024] 

a) Sebelah Utara		: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
b) Sebelah Timur		: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
c) Sebelah Selatan	: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
d) Sebelah Barat		: Kota Semarang
Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, pantai, serta perbukitan dengan ketinggian antara 0-100 meter diatas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Demak dibagi atas 3 region yang meliputi:
1. Region A: 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Demak, Kecamatan Bonang, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Mijen, Kecamatan Sayung, dan Kecamatan Wedung.
2. Region B: 
a) 3-10 meter, meliputi sebagian besar setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak.
b) 10-25 meter, terdiri dari sebagian dari Kecamatan Dempet, Kecamatan Karangawen, dan Kecamatan Mranggen
c) 25-100 meter, meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen
3. Region C: >100 meter, meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen, dan Kecamatan Mranggen.[footnoteRef:96] [96:  https://demakkab.go.id/ diakses pada tanggal 28 April 2024] 

Kabupaten Demak relatif datar, sebagian besar berada pada lahan dengan kemiringan 0-8% yang terletak di bagian utara. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama diwilayah Desa Banyumeneng dan Desa Sumberejo di Kecamatan Mranggen. Kedua Desa ini memiliki kemiringan 0-2%, 2-8%, 15-40%, dan yang lebih besar dari 40%.
Didukung dengan luas wilayah dan kondisi Kabupaten Demak, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak pada tahun 2021, telah berdiri 120 usaha ataupun pabrik. Menurut narasumber yang diwawancarai oleh penulis yaitu Bapak M. Syafril Jalal S.T. M.H selaku staf Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Demak, terdapat beberapa pabrik yang dalam hal pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah belum sesuai dengan perda yang berlaku yaitu Perda No 8 tahun 2016. Hal itu apabila tidak ditindak lanjuti secara benar, maka akan berdampak ke masyarakat sekitar.[footnoteRef:97] Dikutip dari detikjateng yang terbit pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 12.50 WIB, CV Saprotan Utama terjadi kebakaran yang membakar sisa-sisa pupuk yang dalam hal ini pupuk adalah salah satu golongan limbah B3, menyebabkan pencemaran udara yang mengganggu kesehatan karena udara akibat pencemaran tersebut tercium seperti belerang.[footnoteRef:98] Selain itu terdapat CV. Sinar Pasifik yang melakukan pencemaran udara. Mendapat laporan seperti itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup mendatangi pabrik-pabrik atau usaha tersebut untuk melakukan pengecekan secara langsung, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup juga mengambil sampel pencemaran untuk dilakukan uji laboratorium.[footnoteRef:99] [97:  Hasil wawancara penulis dengan bapak syafril ST. MH selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Pada tanggal 29 April 2024]  [98:  Mochamad Saifudin. Polusi Asap Kebakaran Gudang Pupuk Mranggen, DPRD Minta Dinkes Cek Dampaknya. Detikjateng, Sabtu 23 Juli 2022 pukul 12.50 WIB yang penulis kutip pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024]  [99:  Hasil wawancara penulis dengan bapak syafril ST. MH selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Pada pukul 14.30 tanggal 29 April 2024
] 


B. [bookmark: _Toc178106626]Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dinas ini berada di bawah naungan Pemerintah Daerah dan memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup biasanya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang-bidang, dan unit-unit kerja yang bertugas dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.
1) Tugas Dinas Lingkungan Hidup
Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yaitu mendukung Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan sektor lingkungan hidup dan memberikan bantuan dibidang lingkungan hidup dan hal terebut adalah kewenangan daerah.
2) Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memilik fungsi :
a. Menyusun program kerja untuk melaksanakan urusan lingkungan hidup.
b. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
c. Melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
d. Menjalankan konsultasi dan koordinasi di bidang lingkungan hidup.
e. Menjalankan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup.
f. Melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak antara lain:
a. Kepala Dinas
b. Sekretrariat, yang membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Program dan Keunganan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Penataan, dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membawahi:
1. Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
2. Sub Koordinator Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas yang membawahi :

1. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
2. Sub Koordinator Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang membawahi :
1. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2. Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan
3. Sub Koordinator Pemeliharaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Kelompok Jabatan Fungsional.[footnoteRef:100] [100:  Peraturan Bupati Demak Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak] 


C. [bookmark: _Toc178106627]Profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu lembaga yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya menyangkut kepentingan masyarakat umum, baik dalam bidang ekonomi maupun aspek kehidupan yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi lain polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan[footnoteRef:101]. Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah diwilayah kerjanya. [101:  Hasan Alwi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)] 

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang satpol PP menyebutkan bahwa satpol PP adalah lembaga yang menegakkan Perda dan Penyelenggaraan ketrtiban umum dan ketentraman masyarakat, setiap provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Satpol PP.[footnoteRef:102] sedangkan menurut ketentuan pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.[footnoteRef:103] Satpol PP adalah garis depan dalam hal menjamin kepastian dalam melaksanakan peraturan daerah dan menegakkan perda tersebut di tengah masyarakat, selain itu juga membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. [102:  Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010]  [103: 	 Lihat pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014] 

Tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam pembinaan dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dibytuhkan kesiapan aparat baik itu jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas menegakkan perdan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Satpol PP dalam menjalankan tugasnya mempunyai beberapa fungsu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka fungsi yang diemban Satpol PP yaitu:[footnoteRef:104] [104:  Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010] 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
4. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS), dan/atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya.
1. Mengikuti proses penyusunsn peraturan perundang-undang serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
2. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP mempunyai fungsi penertiban masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Mengadakan penyelidikan, melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada, serta melakukan tindakan administratif terhadapa warga masyarakat tersebut.

D. [bookmark: _Toc178106628]Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016
1. Peraturan tentang pengelolaan limbah
a. Air Limbah
Peraturan air limbah pada Perda No 8 Tahun 2016 terdapat pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengelolaan terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan.”
b. Udara
Peraturan pengelolaan limbah udara terdapat pada pasal 24 yang berbunyi: 
1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib melakukan pengujian terhadap emisi gas buang dan udara ambien dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, wajib mentaati standar baku mutu dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.
c. Limbah B3
Peraturan pengelolaan limbah B3 terdapat pada pasal 32 yang berbunyi: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran kedalam lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Sanksi-sanksi 
a. Sanksi Administratif
Sanksi administratif diatur pada pasal 67 ayat 2-3 yang berbunyi:[footnoteRef:105] [105:  Pasal 67 Perda Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup] 

(2) Sanksi administratif dapat diberikan dalam bentuk:
a) teguran/peringatan;
b) paksaan pemerintah; dan
c) pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.
d) pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan oleh PPLHD.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban dan tanggung jawab pemulihan atau sanksi pidana.
b. Sanksi Pidana
Sanksi pidana diatur pada pasal 80 ayat 1 yang berbunyi:[footnoteRef:106] “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 telah dijatuhkan, setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” [106:  Pasal 80  Perda Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup] 


E. [bookmark: _Toc178106629]Data Pengawasan DLH Kabupaten Demak
1. Air Limbah
Setiap tahunnya, Dinas Lingkungan Hidup melalui Pengawas lingkungan hidup melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Dalam pengawasannya ditemukan pelanggaran seperti kegiatan/usaha belum memiliki IPAL, belum mengelola limbah dengan baik. Dalam hal ini apabila ditemukan pelanggaran terhadap Perda No. 8 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup akan menghimbau atau memberikan teguran secara lisan kepada pemilik usaha. Setelah diberikan himbauan atau teguran secara losan tersebut kemudian setelah beberapa minggu, Dinas Lingkungan Hidup akan kembali untuk melakukan pengecekan apakah sudah diperbaiki atau belum.
Berdasarkan pasal 18 Perda No. 8 Tahun 2016 berbunyi, “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengelolaan terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan.”[footnoteRef:107] Setiap kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah cair harus mengelola limbah tersebut dahulu sebelum dibuang ke media lingkunga seperti sungai, parit dan laut. [107:  Pasal 18 Perda Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup] 

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 26 kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 2 kegiatan yang melanggar yaitu belum memiliki IPAL dan belum mengelola limbah, kemudian pada Tahun 2022 tecatat dari 29 kegiatan/usaha yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 2 kegiatan yang melanggar yaitu belum melakukan pengelolaan limbah cair dan belum memiliki IPAL, dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 22 kegiatam/usaha yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 3 kegiatan/usaha yang melanggar yaitu belum mengelola limbah.  






[bookmark: _Toc178106828]Tabel 3.2 Data Pengawas DLH Tahun 2021
Sumber : Data Pengawasan DLH Tahun 2021
	Tahun 2021
	Jenis pelanggaran air limbah
	Sanksi 
	Perda

	PT. Graha Wali Digdaya

	Belum memiliki IPAL
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan IPAL
	Pasal 18 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Dazong Lin Indonesia
	Belum mengelola limbah domestik
	Teguran dan himbauan untuk mengelola limbah domestik
	Pasal 18 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016



[bookmark: _Toc178106829]Tabel 3.3 Data Pengawas DLH Tahun 2022
Sumber : Data Pengawasan DLH Tahun 2022
	Tahun 2022
	Jenis pelanggaran air limbah
		Sanksi 
	Perda

	PT. Alfatama Inti Cipta
	Belum melakukan pengelolaan limbah cair domestik
	Teguran dan himbauan untuk mengelola limbah cair domestik
	Pasal 18 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Bahana Buana Box
	Belum memiliki IPAL
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan IPAL
	Pasal 18 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016




[bookmark: _Toc178106830]Tabel 3.4 Data Pengawasan DLH Tahun 2023
Sumber : Data Pengawasan DLH Tahun 2023
	Tahun 2023
	Jenis pelanggaran air limbah
	Sanksi 
	Perda

	PT. Jateng Land
	Limbah cair belum dikelola sesuai dengan ketentuan teknis
	Teguran dan himbauan untuk mengelola limbah cair
	Pasal 18 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Bahana Buana Box
	Limbah cair belum dikelola dengan baik
	Teguran dan himbauan untuk mengelola limbah cair 
	Pasal 18 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	CV. Hajar Aswad
	Belum memiliki IPAL
	Teguran dan Himbauan untuk membuat IPAL
	Pasal 18 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016




Dari data diatas Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan himbauan dan teguran lisan dahulu terhadap kegiatan/usaha yang melakukan pelanggaran tersebut. Apabila setelah dilakukan pengawasan lebih lanjut, dan kegiatan/usaha yang melanggar tersebut belum melakukan perbaikan yang disarankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, barulah akan dilakukan tindakan lebih lanjut seperti paksaan pemerintah, penutupan paksa dan sampai sanksi pidana kurungan. Selama ini kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan sesuai SOP yang berlaku.
Selain data pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan/usaha diatas, masih terdapat kegiatan/usaha yang sesuai dengan Perda dengan mengolah limbah cairnya. Pada 2021 terdapat 26 kegiatan/usaha yang telah mengelola limbah cairnya baik itu melalui IPAL atau saptiktank. Pada 2022 terdapat 25 kegiatan/usaha dan 2023 terdapat 18 kegiatan/usaha.
[image: https://i1.wp.com/www.hargaipal.com/wp-content/uploads/2020/06/cara-kerja-ipal-industri.jpg]
[bookmark: _Toc178106705]Gambar 3.1 Instalasi Pengolahan Air Limbah

[image: ]
[bookmark: _Toc178106706]Gambar 3.2 Skema IPAL
Pada bak grit chamber air limbah domestik dikumpulkan kemudian sebelum masuk pengolahan IPAL air limbah melewati grease trap yang berfungsi untuk menyaring padatan-padatan yang masih besar. Kemudian air limbah dialirkan kedalam aerasi dimana air limbah di olah dengan penambahan bakteri dan oksigen yang berfungsi untuk mengurangi polutan-polutan yang ada. Sebelum di alirkan ke effluent tank, air limbah yang sudah diolah di saring kembali melalui bak filtrasi, untuk mengurangi padatan yang masih ada. Kemudian air limbah di alirkan ke bak effluent dimana pada bak ini ditambahkan klorin untuk membunuh bakteri yang masih ada dalam air limbah. Untuk selanjutnya air limbah dialirkan kedalam fish pool sebagai indikator bahwa air limbah sudah layak di buang ke lingkungan menuju Sungai
2. Pencemaran Udara
Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib melakukan pengujian terhadap emisi gas buang dan udara ambien dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab paling lama 3 (tiga) bulan sekali.”[footnoteRef:108] Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya setiap kegiatan/usaha yang menghasilkan emisi gas buang harus melakukan uji emisi gas secara berkala dan melaporkan hasil uji tersebut kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab. [108:  Pasal 24 ayat (1) Perda Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup] 

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak terbatas pada air limbah saja tetapi juga pada pencemaran udara. Berdasarkan data pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 26 kegiatan/usaha yang diawasi terdapat 17 kegiatan/usaha yang melanggar yaitu belum melakukan pengujian kualitas udara/emisi baik itu yang dihasilkan oleh hasil produksi maupun dari genset yang ada di kegiatan/usaha. Kemudian pada tahun 2022 tecatat dari 29 kegiatan/usaha yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 20 yang belum melakukan uji emisi dan pemantauan udara. Sedangkan pada tahun 2023 tercatat dari 22 kegiatan/usaha yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 5 kegiatan/usaha yang melangar Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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Sumber : Data Pengawasan DLH Tahun 2021
	Tahun 2021
	Jenis pelanggaran pencemaran udara
	Sanksi
	Perda

	CV. Jaya Setya Plastik
	Sumber emisi udara yang berasal dari genset belum dilakukan pemeriksaan uji emisi
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Arisamandiri Pratama
	Belum melakukan pengujian kualitas udara
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pengujian kualitas udara
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Cipta Wijaya Mandiri
	Belum melaksanakan pengujian udara emisi 
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pengujian  udara emisi
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Charoen Pokhpand
	Belum melakukan pemantauan udara emisi
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pengujian  udara emisi
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Maju Sukses Plastindo
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Varia Usaha Beton
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Graha Wali Digdaya
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Jujur Jaya Bangkit
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Dazong Lin Indonesia
	Belum melakukan pantauan udara emisi
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pantauan udara emisi
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Hong Fa Internasional
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan  
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Tuju Kuda Hitam
	Belum melakukan pemantauan udara emisi
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pantauan udara emisi
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Mapan Wijaya
	Belum melakukan pemantauan udara emisi
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pantauan udara emisi
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Jaya Agung 
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Central Gasindo Mulia
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Gunung Slamat
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Indogas Hiswana
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Sinar Pahala Utama
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Java Mete Indonesia
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi yang berasal dari genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Makmur Jaya Nusantara
	Udara emisi yang berasal dari boiller belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Buana Triarta
	Udara emisi yang berasal dari boiller belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016
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Sumber : Data Pengawasan DLH Tahun 2022
	Tahun 2022
	Jenis Pelangaran Pencemaran Udara
	Sanksi 
	Perda

	PT. Alfatama Inti Cipta
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemeriksaan uji emisi
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi terhadap udara yang dihasilkan genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Sanfood Prima Makmur
	Belum mengujikan emisi genset
	Teguran dan himbauan untuk mengujikan emisi genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Morenzo Abadi Perkara
	Belum melakukan pengujian kualitas emisi udara yang berasal dari boiler
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Anugrah Jaya Timberindo
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Indomulti Plastindo
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Borneo Rimba Karya
	Belum melakukan pantauan udara emisi Boiler
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Hegar Prakarsa Buana
	Belum melakukan pantauan udara emisi Boiler
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Graha Wali Digdaya
	Udara emisi yang berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Bahana Buana Box
	Udara emisi yang berasal dari boiller belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Quartindo Sejati Furnitama
	Udara emisi yang berasal dari boiller belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Rimbawa Agung
	Belum melakukan pemantauan udara
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Tunas Agro Persada
	Udara emisi berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Karya Cipta Unggul
	Udara emisi berasal dari boiler belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Pinus Makmur Niaga
	Udara emisi berasal dari boiler belum dilakukan pemantauan 
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Jiuda Senlin Indonesia
	Udara emisi yang berasal dari cerobong draiyer belum dilakukan pemantauan udara emisi
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan cerobong draiyer
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Teckpack Asia
	Udara emisi berasal dari genset belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan genset
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Lucky Tekstil
	Udara emisi berasal dari boiler belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Arta Kayu Indonesia
	Udara emisi berasal dari boiler belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Surya Bangkit Cemerlang
	Udara emisi berasal dari boiler belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan  boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Rimba Karya Pratama
	Udara emisi berasal dari boiler belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Aspal Polimer
	Udara yang berasal dari pemanas aspal belum dilakukan pemantauan udara emisi
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan udara emisi dari pemanas aspal
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016
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Sumber : Data Pengawasan DLH Tahun 2023
	Tahun 2023
	Jenis pelanggaran pencemaran udara
	Sanksi 
	Perda

	PT. Java Tohoku
	Udara emisi berasal dari boiler belum melaksanakan uji emisi udara
	Teguran dan himbauan untuk melakukan uji emisi terhadap udara yang berasal dari boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Multay Internasional
	Udara emisi berasal dari boiler belum dilakukan pemantauan kualitas udara
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas udara dari boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Star Global
	Belum melakukan pemantauan udara ambien pada ruang kerja
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang ada diruang kerja
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Surya Bangkit Cemerlang
	Udara emisi berasal dari boiler belum dilakukan pemantauan
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Wood Accent
	Udara emisi berasal dari boiler belum dilakukan pemantauan udara emisi
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pemantauan terhadap udara yang dihasilkan boiler
	Pasal 24 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2016



Berdasarkan data yang ada diatas beberapa kegiatan/usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pencemaran udara sama dengan limbah cair, artinya Dinas Lingkungan Hidup akan mengadakan pengawasan ke kegiatan/usaha, lalu apabila ditemukan pelanggaran, akan dihimbau atau diberi teguran lisan untuk memperbaiki terlebih dahulu dan kemudian dilakukan pengawasan secara berkala, apabila belum diperbaiki akan dikenakan sanksi selanjutnya sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2016. Data diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan setelah dilakukannya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi tidak menampik bahwasannya masih terdapat kegiatan/usaha yang belum sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2016. 
Selain data pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan/usaha diatas, masih terdapat kegiatan/usaha yang sesuai dengan Perda dengan mengolah limbah udaranya. Pada 2021 terdapat 6 kegiatan/usaha yang telah mengelola limbah udaranya, dengan melakukan uji emisi. Pada 2022 terdapat 8 kegiatan/usaha dan 2023 terdapat 10 kegiatan/usaha.
3. Limbah B3
Berdasarkan pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran kedalam lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”[footnoteRef:109] Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah B3 harus melakukan pengelolaan limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan.  [109:  Pasal 32 Perda Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup] 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) juga tidak luput dari pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Tercatat pada tahun 2021 dari 26 kegiatan/usaha yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 15 kegiatan/usaha yang melanggar, antara lain belum memiliki TPS LB3 dan sudah memiliki TPS LB3 tetapi belum melakukan pengolahan. Kemudian pada tahun 2022 tercatat ada 29 kegiatan/usaha yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 15 kegiatan/usaha yang melanggar yaitu belum memiliki TPS LB3 dan sudah memiliki TPS LB3 tetapi belum melakukan pengolahan. Sedangkan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 22 kegiatan/usaha yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 7 kegiatan/usaha yang melanggar yaitu elum memiliki TPS LB3 dan sudah memiliki TPS LB3 tetapi belum melakukan pengolahan.
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Sumber : Data Pengawasan DLH Tahun 2021
	Tahun 2021
	Jenis pelanggaran limbah B3
	Sanksi 
	Perda

	PT. Jaya Setya Plastik
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Arisa Mandiri Pratama
	LB3 belum dikelola dengan baik
	Teguran dan himbauan untuk mengelola Limbah B3
	

	PT. Maju Sukses Plastindo
	Belum memiliki TPS 
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Varia Usaha Beton
	Belum melakukan pengelolaan LB3
	Teguran dan himbauan untuk mengelola Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Graha Wali Digdaya
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Jujur Jaya Bangkit
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Dazong Lin Indonesia
	Belum memiliki TPS dan belum melakukan pengelolaan LB3
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan melakukan pengelolaan Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Mapan Wijaya
	Tidak memiliki TPS LB3 dan belum mengelola LB3
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan melakukan pengelolaan Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	CV. Jaya Agung 
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Gunung Slamat 
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Indogas Hismawan
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Sinar Pahala Utama
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Java Mete Indonesia
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Makmur Jaya Nusantara
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Buana Triarta
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016
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Sumber : Data Pengawasan DLH Tahun 2022
	Tahun 2022
	Jenis Pelanggaran Limbah B3
	Sanksi 
	Perda

	PT. Alfatama Inti Cipta
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Morenzo Abadi Perkasa
	Belum melakukan pengelolaan LB3 secara baik
	Himbauan dan teguran untuk mengelola Limbah B3 dengan baik
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Bintoro Madani
	Belum melakukan sesuai ketentuan teknis
	Teguran dan himbauan untuk melakukan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Anugrah Jaya Timberindo
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Indomulti Plastindo
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Borneo Rimba Karya
	Tidak memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Hegar Prakarsa Buana
	Tidak memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Rimbawana Agung
	Tidak memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Tunas Agro Persada
	Tidak memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Pinus Makmur Niaga
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Jiuda Senlin Indonesia
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Arta Kayu Indonesia
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Surya Bangkit Cemerlang
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Rimba Karya Pratama
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Aspal Polimer
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016
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Sumber : Data Pengawasan DLH Tahun 2023
	Tahun 2023
	Jenis pelanggaran limbah B3
	Sanksi 
	Perda

	PT. Jateng Land
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Liga Jaya Matrasindo
	Belum mengelola Limbah B3 dan tidak memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan mengelola Limbah B3 dengan baik
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Multay Internasional
	Belum mengelola Limbah B3 dan tidak memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan mengelola Limbah B3 dengan baik
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Artha Kayu Indonesia
	Belum memiliki TPS dan belum mengelola limbah B3 dengan baik
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan mengelola Limbah B3 dengan baik
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	Hotel Amantis
	Tidak memiliki TPS 
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	PT. Wood Accent
	Tidak memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016

	Pukesmas Wedung II
	Belum memiliki TPS
	Teguran dan himbauan untuk segera menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Pasal 32 Perda No. 8 Tahun 2016



Penindakan terhadap kegiatan/usaha yang melanggar Limbah B3, kurang lebih sama dengan penindakan yang dilakukan pada limbah cair dan pencemaran udara. Data diatas juga menunjukkan penurunan terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3, walaupun masih ada kegiatan/usaha yang melanggar Perda No. 8 Tahun 2016.
Selain data pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan/usaha diatas, masih terdapat kegiatan/usaha yang sesuai dengan Perda dengan mengolah limbah B3. Pada 2021 terdapat 11 kegiatan/usaha yang telah mengelola limbah B3. Pada 2022 terdapat 14 kegiatan/usaha dan 2023 terdapat 14 kegiatan/usaha.
Pengolahan limbah B3 dijelaskan pada PP No.22 Tahun 2021 diantaranya:
1) Pengurangan limbah B3
2) Penyimpanan limbah B3
3) Pengumpulan limbah B3
4) Pengangkutan limbah B3
5) Pemanfaatan limbah B3
6) Pengolahan limbah B3
7) Penimbunan limbah B3

[image: Botol-botol Infus Bekas di TPA Blang Awe dan TPS Limbah B3 RSUD Pidie Jaya yang Tak Berizin]
[bookmark: _Toc178106707]Gambar 3.3 Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
Berdasarkan kasus-kasus diatas, Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan himbauan untuk memperbaikinya, Selain adanya sanksi administratif, tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan/usaha tersebut bisa di kenai sanksi pidana. Didalam Perda No. 8 Tahun 2016 juga terdapat ketentuan pidana sebagai sanksi untuk pelanggar yang tidak mengindahkan sanksi-sanksi sebelumnya yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pasal 80 ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 telah dijatuhkan, setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”[footnoteRef:110] [110:  Pasal 80 ayat (1) Perda Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafril Jalal S.T, M.H selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup saat diwawancarai oleh penulis, langkah untuk pemidanaan adalah opsi terakhir apabila suatu kegiatan/usaha tidak mengindahkan peringatan berupa teguran, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha tetapi tetap melakukan pelanggaran baru akan dilakukan langkah pemidanaan.[footnoteRef:111] Mekanisme pemidanaannya yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki keahlian atau kompetensi penyidik lingkungan, setelah dilakukan pemberkasan dan dinyatakan P. 21 oleh penyidik, kemudian berkas akan dikirim ke kejaksaan dan selanjutnya dari kejaksaan mengajukan berkas tersebut ke pengadilan untuk diproses. [111:  Hasil wawancara penulis dengan bapak syafril ST. MH selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Pada tanggal 29 April 2024 pukul 13.00 WIB] 

[bookmark: _GoBack]Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryo Soebajoe, S.Sos selaku pegawai Satpol PP Kabupaten Demak saat diwawancarai oleh Penulis. Data pemidanaan terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Demak belum ada, hal itu dikarena untuk Perda No 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal ini dibawah DLH. Satpol PP hanya ikut membantu saat proses dilapangan untuk mengamankan.[footnoteRef:112]  [112:  Hasil wawancara penulis dengan bapak Aryo Soebajoe, S.Sos selaku staf Satpol PP Pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 12.00 WIB
] 
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A. [bookmark: _Toc178106632]Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Demak
a. Sistem Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 
Limbah yang dihasilkan oleh industri telah menjadi salah satu persoalan yang serius di era industrialisasi seperti ini. Oleh sebab itu, peraturan atau regulasi tentang industrialisasi ramah lingkungan menjadi isu yang penting. Hal itu karena limbah tidak hanya disebabkan dari proses produksi, tetapi juga kelangsungan hidup.[footnoteRef:113] [113:  Daman Sudarman, Djoko Hananto, dkk. Pelatihan Pemanfaatan Abu Sisa Pembakaran Limbah Sebagai Campuran Pembuatan Batu Bata Pada Fasilitas Pengolahan Limbah di Rt. 005/RW.005 Kel. Binong, Kec. Curug Tangerang. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 26 Oktober 2023).] 

Pentingnya penanganan dan pengelolaan limbah hasil industri bahwa hasil produksi menimbulkan limbah yang rentan terhadap lingkungan, baik itu limbah udara, limbah cair, limbah padat atau limbah yang lain. Masalah yang mendasari penanganan dan pengelolaan limbah yaitu minimnya pengetahuan pelaku usaha, dan utamanya pada kelompok industri kecil. Hal seperti ini kemudian menjadi pembenar tentang rendahnya kesadaran dari pelaku industri terhadap manajemen penanganan dan pengelolaan limbah.[footnoteRef:114] [114:  M. Nasir, Edy Purwo Saputro “Manajemen Pengelolaan Limbah Industri”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta,Vol. 19 no. 2, Desember 2015 h. 143] 

Pengawasan teradap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dan dibantu oleh Pegawai Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD). Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Syafril Jalal S.T. M.H selaku staf  Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 29 April 2024, menyatakan bahwa ada dua hal yang dilakukan terkait adanya pencemaran lingkungan, pertama laporan langsung dari masyarakat dan temuan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup saat melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Lingkungan Hidup memiliki SOP yang harus diberlakukan dalam penegakan Perda, dalam menindak lanjuti temuan atau laporan dari masyarakat tentang pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pengecekan secara langsung.[footnoteRef:115] [115:  Hasil wawancara penulis dengan bapak syafril ST. MH selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Pada tanggal 29 April 2024 pukul 13.00 WIB] 

Jika pencemaran lingkungan tersebut benar adanya Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan teguran dan pembinaan terhadap pabrik untuk melakukan perbaikan agar pencemaran yang dihasilkan dapat hilang dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Apabila teguran dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut tidak diindahkan, langkah selanjutnya akan dilakukan penutupan, penyegelan atau pencabutan izin, tetapi hal ini tentu saja mengedepankan agar pabrik tersebut melakukan perbaikan terhadap pencemaran yang dilakukan. Pengawasan terhadap adanya pencemaran dilakukan setiap tahunnya oleh Dinas Lingkungan Hidup, pengawasan tersebut terhadap 20-30 kegiatan usaha atau pabrik dan hal tersebut dilakukan secara acak agar menghindari perilaku curang dari pabrik atau usaha tersebut.[footnoteRef:116] [116:  Hasil wawancara penulis dengan bapak syafril ST. MH selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Pada tanggal 29 April 2024 pukul 13.00 WIB
] 

Sehingga dengan terbatasnya Pegawai Pengawas Lingkungan Hidup yang hanya satu pegawai untuk mengawasi seluruh usaha atau pabrik di Kabupaten Demak, satu tahun hanya dibatasi pengawasan terhadap 30 usaha atau pabrik. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh DLH terhadap usaha atau pabrik yang ada di Kabupaten Demak tidak bisa menyeluruh dan merata yang disebabkan kurangnya Pegawai Pengawas Lingkungan Hidup yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
1) Alur Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup
a) Dinas Lingkungan Hidup akan mendatangi setiap kegiatan/usaha yang ada di Kabupaten Demak dan setiap tahunnya ada sekitar 20-30 kegiatan/usaha
b) Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pengawasan terhadap kualitas udara, air, dan limbah B3.
c) Apabila Dinas Lingkungan Hidup pada saat pengawasan menemukan pelanggaran maka diberikan teguran lisan dan himbauan untuk melakukan perbaikan
d) Apabila teguran dan himbauan tersebut masih belum diindahkan maka Dinas Lingkungan Hidup akan melaporkan kepada Pemkab.
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[bookmark: _Toc178106736]Gambar 4.1 Alur Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak
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[bookmark: _Toc178106737]Gambar 4.2 Alur Pemidanaan Pelaku Kegiatan/Usaha yang Melanggar Perda
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[bookmark: _Toc178106738]Gambar 4.3 Wawancara Staf Dinas Lingkungan Hidup Bapak Syafril Jalal S.T, MH
b. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tercemarnya Lingkungan Hidup
Penegakan hukum terkait lingkungan tentu saja berkaitan dengan kemampuan aparat hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dibidang hukum, yaitu administratif, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan adalah salah satu upaya guna mencapai ketertiban atau ketaatan t   erhadap peraturan dan persyaratan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berlaku secara individu maupun secara umum. Fakta dilapangan masih banyak ditemukannya pencemaran lingkungan.
Bertambah banyaknya pelaku usaha di Kabupaten Demak tentu saja mempengaruhi lingkungan sekitar yang diakibatkan dari pembuangan limbah baik itu limbah cair, limbah padat dan limbah yang lainnya. Namun pada kenyataannya pelanggaran yang dilakukan bukan menjadi rahasia lagi, melainkan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Kebanyakan para pelaku usaha tidak memperhatikan baku mutu dan tidak memiliki IPAL.
1. Faktor Industri
Berkembangnya industri di Kabupaten Demak, baik itu industri manufaktur, pabrik tekstil, pabrik briket atau yang lainnya tidak sedikit limbah yang dihasilkan yang tidak diolah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akhirnya mencemari lingkungan. Contohnya adalah CV. Jaya Setya Plastik pada tahun 2021 belum memiliki TPS, PT. Cipta Wijaya Mandiri belum melaksanakan pengujian udara emisi sesuai dengan ketentuan, PT. Graha Wali Digdaya yang dalam hal ini belum memiliki IPAL. Pelaku usaha banyak tidak memperhatikan limbah yang dihasilkannya, karena pada umumnya pelaku usaha tidak mengerti baku mutu yang telah ditetapkan dan tidak memiliki IPAL sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. 
Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Syafril Jalal S.T, M.H selaku staf Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 29 April 2024, menyatakan bahwa banyak pelaku usaha yang tidak memiliki IPAL sebagai pengolahan limbah sebelum dibuang, hal itu yang menyebabkan banyak laporan dari masyarakat karena merasakan dampak pencemaran lingkungan. Tetapi tidak semua pelaku usaha tidak memiliki IPAL, banyak juga yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.[footnoteRef:117] [117:  Hasil wawancara penulis dengan bapak syafril ST. MH selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Pada tanggal 29 April 2024 pukul 13.00 WIB
] 

Adanya IPAL disuatu perusahaan keberadaanya sangat penting untuk proses mengolah air limbah sebelum dibuang. Hal ini menjadikan DLH mewajibkan terhadap setiap pelaku usaha atau industri memiliki IPAL. Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa usaha yang belum memiliki IPAL, hal itu melangar ketentuan perda dan apabila dibiarkan akan bisa merusak lingkungan dan berdampak buruk terhadap masyarakat.
Berdasarkan data dan penjelasan diatas, penegakan Perda Kabupaten Demak No 8 Tahun 2016 terhadap pelaku pencemaran lingkungan, sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat pelanggaran pencemaran lingkungan masih terjadi di wilayah Kabupaten Demak. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya SDM dalam mengawasi setiap kegiatan/usaha. Hal itu menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Syafril Jalal S.T. M.H selaku staf Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 29 April 2024 menyatakan bahwa kendala dalam mengawasi kegiatan/usaha di Kabupaten Demak adalah kurangnya pengawas lingkungan, saat ini hanya terdapat satu pengawas lingkungan di Kabupaten Demak. Selain itu masih adanya oknum pabrik nakal yang belum menaati aturan perda menambah fakotr kendala belum sempurnanya penegakan perda.

B. [bookmark: _Toc178106633]Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan yang Disebabkan oleh Pelaku Kegiatan/Usaha 
Lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi atau keaadan yang dapat mempengaruhi suatu tingkah laku dan perkembangan organisme. Lingkungan juga dapat diartikan sebuah lingkup yang disitu manusia hidup, baik yang bersifat dinamis seperti tumbuhan, hewan dan manusia, maupun yang statis seperti alam yang diciptakan Allah SWT dan industri yang itu kreasi manusia.[footnoteRef:118] Lingkungan (biah) juga mencakup keseluruhan kondisi dan hal-hal yang berpengaruh pada perkembangan dan kehidupan organisme, saling ketergantungan dan kesatuan semua yang hidup dengan sistem biologi dan hubungannya dengan lingkungan disebut juga ekosistem.[footnoteRef:119] [118:  Untung Triwinarso, Lingkungan: Seri Tafsir al-Qur’an Tematik (Yogyakarta: Pustaka Madani, 2008), h. 3]  [119:  Sayed Sikandar Shah Haneef, Principles of Environmental Law in Islam: Arab Law Quarterly (Ttp.: tp., 2002), h. 241.] 

Lingkungan hidup adalah suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga pengertian lingkungan mencakup semua unsur ciptaan Allah dimuka bumi. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa lingkungan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hanya sebuah benda yang ditujukan untuk manusia. Bisa dikatakan bahwa manusia adalah penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hanya dianggap objek bukan sebagai subjek.[footnoteRef:120] Manusia yang disebut khalifah dalam Islam, merupakan sebagai makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Peran khalifah yang diberikan kepada manusia inilah yang menjadi langkah awal untuk memlihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah dibumi harus bisa memberikan keselarasan sosial yang melibatkan makhluk dan sekitarnya.[footnoteRef:121] [120: 	 M. Abdurrahman, memelihara lingkungan, h. 65]  [121: 	 Badan litbang Kementrian Agama RI. Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Qur’an Tematik) (Jakarta : Aku Bisa, 2012) h. 8] 

Hubungan agama dengan lingkungan sudah berlangsung sejak lama menjadi telaah para ilmuwan. Slogan hidup sederhana tampaknya hanya sebagai slogan belaka karena sikap dan gaya hidup hedonis, boros dan konsumtif yang dijalankan manusia. Hal tersebut terlihat bagaimana perilaku msyarakat yang memenuhi ambisinya dengan mengeksploitasi kekayaan alam tanpa memperhatikan dampak dari eksploitasi tersebut. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas pabrik adalah contoh perbuatan manusia yang berdampak buruk bagi diri sendiri dan lingkungan disekitarnya. Sebagaimana sudah diketahui bahwasannya segala tindakan manusia di dunia adalah untuk ibadah, baik ibadah mahdah (langsung) maupun ibadah ghairu mahdah (tidak langsung). Norma aturan didalam Islam tidak lepas dari tujuan mulia yaitu: Hifzud-din (memelihara agama), hifzun-nafs (memelihara jiwa), hifzul-mal (memelihara harta), hifzun-nasl (memelihara keturunan), hifzul-aql (memelihara akal).[footnoteRef:122] [122: 		 Badan Litbang Kementrian Agama RI. Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Quran Tematik), (Jakarta : Aku Bisa, 2012) h. 14] 

Larangan merusak lingkungan telah menjadi bahasan utama dalam tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah), sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Qhardawi yaitu:
1) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (Hifdz Ad-Din) 
Memelihara agama adalah tujuan utama hukum Islam, dalam memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga agama, karena merusak lingkungan sama halnya dengan perbuatan menyimpang dari perintah Allah SWT untuk memakmurkan bumi, menjaga dari perbuatan perbuatan merusak terlebih dalam konteks hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan-Nya.
2) Menjaga lingkungan adalah bagian dari memelihara jiwa (Hifzun-nafs)
Melestarikan dan menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, artinya perlindungan terhadap kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Pencemaran dan rusaknya lingkungan, serta eksploitasi yang belebihan terhadap lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip keseimbangan yang berakibat pada timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.
3) Menjaga lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan (Hifzun-nasl)
Menjaga dan melestarikan lingkungan sama dengan menjaga keturunan, artinya keberlangsungan hidup generasi manusia di bumi. Perbuatan merusak serta menyimpang terkait lingkungan hidup akan berdampak buruk pada generasi selanjutnya.
4) Menjaga lingkungan adalah bagian dari memelihara akal (Hifzul-aql)
Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, artinya beban taklif untuk menjaga lingkungan dibebankan kepada manusia yang berakal. Untuk itu hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga serta melestarikan lingkungan. Keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali akalnya dijaga, untuk itu apabila terdapat manusia yang merusak lingkungan maka manusia tersebut kehilangan akalnya.
5) Menjaga lingkungan adalah bagian dari memelihara harta (hifzul-mal)
Allah SWT telah menjadikan harta sebagai modal dalam kehidupan manusia di bumi. Harta dalam hal ini bukan hanya uang, atau perhiasan. Melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam usaha untuk memperolehnya. Maka bumi, pepohonan, hewan, air dan udara adalah harta.
Selain lima hal diatas yang disebut sebagai ad-dlaruriyat al-khams, Prof. K.H Ali yafie menambahkan satu poin menjadi enam yaitu ad-dlaruriyat al-sitt dengan menambahkan hifdzul al-bi'ah, yang mempunyai arti perlindungan alam dan lingkungan hidup niscaya untuk melindungi jiwa, akal, harta, keluarga dan agama.
Fiqh lingkungan (Fiqhul bi’ah) merupakan ketentuan Islam yang bersumber dari dalil yang terperinci terkait perilaku manusia terhadap lingkungan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk hidup secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan di bumi. Oleh karena itu, fikih lingkungan yang dimaksudkan adalah tuntutan syar’i yang fokus terhadap masalah lingkungan atau melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang meksploitasi lingkungan. Dalam QS. Al-A’raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang terjadi dimuka bumi:
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ 
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf 56)[footnoteRef:123] [123:  Tim penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=56&to=56, diakses pada 2 Juli 2024] 

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaati-Nya, dan penuh harap terhadap anugerah-Nya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.[footnoteRef:124] Sikap menjaga ling kungan disini memiliki arti supaya tidak membuat kerusakan dibumi seperti yang dijelaskan didalam surah Al-A’raf ayat 56 bahwasannya agar melakukan perbuatan dan sikap yang baik, tidak merusak bumi dan lingkungan untuk kepentingan makhluk yang lainnya.  [124:  Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an; 1982), h. 56.] 

Selain didalam Al-Quran, larangan untuk tidak melakukan perusakan lingkungan juga terdapat pada h}adi>st, Rasulullah SAW bersabda:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ
“Rasulullah saw bersabda: “Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh”[footnoteRef:125] [125:  Abu Daud Sulaimanbin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.t.) Juz 1, h. 11.] 

Pemeliharaan lingkungan hidup juga dibahas dalam prinsip-prinsip ilmu fiqih dan yang khususnya termaktub dalam ilmu qawaid fiqhiyyah yaitu: 
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
“menghindari kesulitan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan”
Melenyapkan atau menghilangkan sesuatu yang merusak, apabila terjadi tarik menarik diantara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang maslahah, maka menolak sesuatu yang merusak didahulukan, meskipun kehilangan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang maslahah. Sebab kepedulian syariat Islam terhadap hilangnya kerusakan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan menciptakan sesuatu yang maslahah. Syariat Islam dalam memerintahkan untuk meninggalkan larangan, lebih dianjurkan dari pada himbauan untuk melaksanakan perintah.[footnoteRef:126] [126:  Ahmad Sudirman Abbas, Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 129] 

Selain kaidah diatas, terdapat juga kaidah yang dapat digunakan yaitu:
الضَّرَرُ يُزَالُ
 “kemudaratan harus dihilangkan”
Kaidah ini menjelaskan bahwa manusia wajib dijauhkan dari tindakan-tindakan menyakiti diri sendiri maupun orang lain dan tidak diperkenankan untuk menimbulkan bahaya. Kaidah ini ada untuk berbagai kasus termasuk pembatasn wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya pada hal-hal yang dapay menimbulkan bahaya baik bagi dirinya ataupun orang lain.[footnoteRef:127] [127:  Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa‟id Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 17] 

Allah SWT telah mensyariatkan peraturan Islam guna tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemaslahatan dunia diartikan sebagai pencapainnya dengan cara menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan yaitu kemaslahatan dharuriyyah, dan kemaslahatan maqashid asy-syari’ah berada dalam urutan paling atas. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik masuk kedalam kategori takzi>r jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, dan sanksi terhadap pelakunya tidak ditentukan dalam nash, walaupun terdapat larangan untuk merusak lingkungan didalam nash yang dijadikan acuan untuk memberikan sanksi.
K.H Ali Yafie juga menjelaskan mengenai pertanggung jawaban atau kerusakan lingkungan. Hukum pelestarian lingkungan adalah fardhu kifayah. Hal itu berarti semua individu ataupun kelompok bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan hidup dan harus terlibat dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, karena pemerintah telah menerima amanat untuk mengurus urusan masyarakat. Jika ligkungan hidup masih tercemar, maka semua akan ikut berdosa, maka usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut tidak boleh berhenti.[footnoteRef:128] [128:  Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), h.163] 

Sedangkan, menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan ternoda karena pada konsep fiqh al-bīʼah yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh yang berkaitan dengan adanya perubahan konteks dan situasi.[footnoteRef:129] Sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan tidak disebutkan dengan jelas di dalam al-Qur’an dan tidak ada penetapannya dalam fiqh Islam. Sehingga perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman taʼzīr, karena tindakannya dilarang oleh Islam dan tidak memenuhi maṣlaḥah manusia, namun tidak ada dalam al-Qur’an dan H}adi>st.[footnoteRef:130] [129:   al-Qardawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah, 46]  [130:  Zuhaily, Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu, 20] 

Pencemaran lingkungan termasuk dalam kategori perbuatan maksiat yang tidak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumannya, maka pencemaran lingkungan termasuk dalam kategori jari>mah takzi>r. Kategori jari>mah takzi>r pencemaran lingkungan termasuk jenis jari>mah takzi>r macam yang kedua yaitu jari>mah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumnya diserahkan kepada manusia, syara’ hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.[footnoteRef:131] [131:  Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1991)] 

Pabrik yang melanggar ketentuan Perda No. 8 Tahun 2016 jika dijatuhi hukum pidana Islam termasuk dalam kategori takzi>r, karena telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Perda terkait limbah cair, pencemaran udara dan limbah B3. Tentu saja apabila dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti akan berdampak kepada lingkungan sekitar termasuk masyarakat disekitar lokasi kegiatan/usaha. Selain itu, kasus-kasus tersebut memenuhi unsur tindakan yang dapat dijatuhi hukuman takzi>r yaitu:
1) Unsur formil yaitu adanya peraturan atau nash yang menunjukan larangan terhadap suatu pedoman yang diancam dengan hukuman
Pada kasus pencemaran lingkungan telah diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
2) Unsur materil yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang berbentuk nyata.
Pada kasus pencemaran lingkungan oleh pelaku kegiatan/usaha adanya perbuatan melawan hukum ditunjukkan dengan adanya pabrik yang belum memiliki IPAL, TPS untuk mengelola limbah B3 dan belum melakukan uji emisi.
3) Unsur moril yaitu pelaku adalah orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.
Dalam kasus pencemaran lingkungan oleh pelaku kegiata/usaha, pelaku kegiatan/usaha tidak ada unsur pemaksaan dalam melakukan pelanggaran tersebut dan dalam kesadaran penuh saat melanggar hal tersebut.
Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, menunjukkan bahwa pelaku kegiatan /usaha yang melanggar ketentuan Perda No. 8 Tahun 2016 dapat dijatuhi dengan hukuman takzi>r yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP sebagai pemangku kebijakan telah memberikan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda No. 8 Tahun 2016. Sanksi yang telah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak terhadap pelaku kegiatan/usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap Perda No. 8 Tahun 2016 yaitu dengan memberikan teguran dan himbauan untuk segera memperbaiki alat pengelolaan limbah atau melakukan uji emisi. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan/usaha yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau ulil amri dijatuhi hukuman peringatan atau teguran. Dalam hal ini, hakim atau ulil amri memberikan teguran atau peringatan kepada pelaku dan menerangkan bahwa perbuatannya salah serta memberikan nasihat supaya tidak melakukannya lagi dikemudian hari. Sanksi teguran atau peringatan adalah sanksi ancang-ancang bahwa dia akan memberikan hukuman dalam bentuk yang lain apabila mengulangi perbuatan yang sama atau lebih dari itu dikemudian hari. 
Terkait dengan sanksi yang dibahas sebelumnya, ketentuan bagi pelaku pencemaran lingkungan oleh kegiatan/usaha apabila dilihat dari segi syariat Islam tidak disebut secara jelas didalam nash, akan tetapi perbuatan tersebut tidak lepas begitu saja dari sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan oleh kegiatan/usaha, yang sudah diketahui bahwasannya tindakan tersebut dalam hukum pidana Islam yang mengatur tentang hukuman bagi para pelanggar yang ditetapkan termasuk dalam kategori jari>mah takzi>r dan unsur-unsurnya terpenuhi. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka hakim atau ulil amri berhak menentukan sanksi dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku dapat dikenai sanksi yang ringan terlebih dahulu yaitu teguran atau nasihat sampai yang terberat yaitu sanksi denda, penjara atau sampai hukuman mati. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku, tentu saja untuk kemaslahatan umat.
Dengan demikian, sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan dalam Hukum Pidana Islam, sanksi yang  dapat dijatuhkan adalah jari>mah takzi>r yang berkesuaian dengan Perda Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
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A. [bookmark: _Toc178106636]Kesimpulan
1. Penegakan peraturan Daerah Kabupaten Demak no. 8 tahun 2016 terhadap pencemaran lingkungan di kabupaten Demak sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal itu ditunjukkan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha secara rutin dan pengecekan secara berkala. Pelaku kegiatan/usaha yang melakukan pelanggaran juga sudah diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi terkait peraturan yang berjalan sesuai dengan perda yang berlaku tentu tidak luput dari hambatan-hambatan seperti kurangnya SDM pengawas dan masih adanya oknum nakal yang tidak taat aturan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Syafril Jalal S.T, M.H selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup saat diwawancarai oleh penulis, langkah untuk pemidanaan adalah opsi terakhir apabila suatu kegiatan/usaha tidak mengindahkan peringatan berupa teguran, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha tetapi tetap melakukan pelanggaran baru akan dilakukan langkah pemidanaan.[footnoteRef:132]  [132:  Hasil wawancara penulis dengan bapak syafril ST. MH selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Pada tanggal 29 April 2024 pukul 13.00 WIB] 

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencemaran lingkungan tidak disebutkan secara jelas oleh nash, akan tetapi hal tersebut tidak lepas dari sanksi hukuman. Bagi pelanggar peraturan ini dikategorikan masuk kedalam jari>mah takzi>r karena tidak memenuhi unsur-unsur hudud dan qisas, apabila sudah diketahui dan memenuhi unsur-unsur melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka dijatuhi jari>mah takzi>r, hal tersebut diserahkan kewenangannya kepada hakim, yaitu sesuai pasal 80 ayat 1 Perda Kabuaten Demak No. 8 Tahun 2016, 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
	
B. [bookmark: _Toc178106637]Saran
1. Kepada Pelaku kegiatan/usaha yang ada di Kabupaten Demak untuk lebih mempehatikan terkait penglolahan limbah supaya tidak mengakibatkan hal buruk bagi masyarakat dan tidak melanggar Perda No. 8 Tahun 2016.
2. Kepada pemerintah Kabupaten Demak untuk lebih memperhatikan Pelaku kegiatan/usaha agar tidak mencemari lingkungan dan melanggar perda yang berlaku dengan melakukan pengawasan dan penindakan secara berkala terhadap pelaku kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran, serta menambah SDM untuk mengawasi kegiatan/usaha supaya dapat diawasi secara rutin.
3. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kegiatan/usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perda.
4. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan hukum pidana Islam, naik itu secara teoritik dan praktik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pelaku kegiatan/usaha.
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B. Pertanyaan Wawancara
1) Pertanyaan Wawancara Pegawai Satpol PP
1. Apa tugas Satpol PP terhadap Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Dalam kasus pencemaran lingkungan, pencenaran apa yang paling sering ditindak oleh Satpol PP?
3. Sanksi apa yang dikenai terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Demak?
4. Menurut bapak apakah sanksi yang dikenakan terhadap pelaku sudah sesuai dengan Perda yang berlaku?
5. Apakah sanksi yang diberikan kepada sanksi sudah sesuai dengan Perda yang berlaku?
6. Sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku apabila tetap membandel ketika sudah diberikan sanksi?
7. Hambatan apa yang dialami Satpol PP saat melakukan penindakan terhadap kasus pencemaran lingkungan?
2) Pertanyaan Wawancara Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
1. Bagaimana pengelolaan limbah pabrik di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh DLH terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pelaku kegiatan/usaha?
3. Kasus pencemaran apa yang paling banyak terjadi pelanggaran?
4. Tindakan apa yang dilakukan oleh DLH apabila menemukan kasus pencemaran lingkungan?
5. Apa yang dilakukan oleh pabrik sesudah dikenai sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup
6. Hambatan seperti apa yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup saat melakukan pengawasan dan penindakan?
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